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ABSTRAK

Nama : Ronal Balderima

Program Studi  : Ilmu Hukum

Judul ‘Analisis Perbandingan Pendirian Bank Syariah ABC
Hasil Konversi dengan Pendirian Bank Syariah XY Z Hasil
Spin Off

Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia telah membuka peluang bagi
Unit Usaha Syariah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan
mengubah layanan Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah. Pendirian
tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya dengan melaui
metode konversi dan metode spin off. Bank Syariah ABC menggunakan metode
konversi sedangkan Bank Syariah XYZ menggunakan metode spin off. Pokok
permasalahan dalam penelitian ini adalah ketentuan pengaturan pendirian Bank
Syariah ABC hasil konversi dan pendirian Bank Syariah XYZ hasil spin off
kemudian pelaksanaan atas kedua ketentuan tersebut serta akan memperbandinkan
pendirian antara Bank Syariah ABC dan Bank Syariah XYZ. Metode penelitian
yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Jenis
data yang digunakan adalah data sekunder. Pengaturan mengenai kedua metode
pendirian tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Bank Syariah dan Peraturan Bank Indonesia. Pelaksanaan dari kedua metode
tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan menghasilkan kesimpulan
metode spin off relatif lebih baik dibandingkan dengan metode konversi.

Kata Kunci: Akuisisi, Konversi, Spin Off, Bank Syariah, dan Unit Usaha
Syariah, dan Perbankan Syariah
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ABSTRACT

Name : Ronal Balderima

Study Program: Law

Title :Comparative Analysis Results Establishment of the
Islamic Bank ABC Islamic Bank Establishment
Conversion with XY Z The Spin Off

Bank Indonesia through Bank Indonesia Regulation has opened an opportunity for
Sharia Unit to improve services to the community by changing the Syariah
Business Unit services to Islamic Banks. The establishment can be done in
various ways, including through the conversion method and the method of spin-
offs. ABC Idlamic Bank using the method of conversion while the Islamic Bank
XY Z using the method of spin-offs. The principal problem in this research is the
establishment of provisions setting the conversion of ABC Islamic Bank and the
establishment of |slamic Bank XY Z spin off and then implementing the results of
the two provisions and would compare establishment of the Islamic Bank and
ABC Islamic Bank XYZ. The research method is a method of normative
descriptive research. The type of data used are secondary data. Settings on both
methods of establishment are set out in Law No. 21 of 2008 concerning the
Islamic Bank and Bank Indonesia Regulation. The implementation of both
methods have been complied with applicable regulations and produce conclusions
spin  off method is relatively Dbetter than the method of conversion.

Keywords: Acquisition, Conversion, Spin Off, Isamic Banking, and Business
Unit Sharia, and Islamic Banking
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri perbankan memiliki peran yang begitu besar dan dominan dalam
sistem keuangan negara. Di Indonesia, industri perbankan menguasai sekitar 93 %
dari total asset industri keuangan, dan selebihnya dikuasai oleh industri non-bank,
seperti asuransi dan perusahaan pembiayaan (multi finance). Lembaga keuangan
Bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa paling lengkap.Sektor
perbankan juga mempunyai peran sebagai lembaga intermediasi. Lembaga
intermedasi maksudnya adalah lembaga yang aktifitasnya berkaitan dengan masalah
uang yang menunjang perekonomian nasional.” Bank sebagai lembaga intermediasi
memiliki tugas utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta
memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran dana yang aman bagi
para nasabah.® Peran bank sebagai lembaga intermediasi, membuat bank memiliki

fungs sentral dalam perekonomian negara.

Kondis industri perbankan saat krisis moneter terjadi tahun 1997-1998
berada dalam keadaan yang sulit, karena tidak seimbangnya kualitas aset dan
kewajiban yang ada, dimana kualitas aset terus menurun sementara kewajiban (dalam
bentuk suku bunga) tetap tinggi bahkan pernah berada dalam situasi abnormal. Hal
tersebut melahirkan fenomena negative spread di industri perbankan. Fenomena
negative spread menggambarkan suaiu sistem tidak memberikan keseimbangan

posis diantara para pelaku yaitu deposan, bank dan peminjam. Bank sebagai |lembaga

! Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2008) hal.

2 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Y ogyakarta: UPP AMP YKPN,
2005) hal. 1.

® Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 2001) hal. 60.

1 Universitas Indonesia
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perantara/intermediary, justru berada pada pihak yang tidak diuntungkan. Sehingga
perlu adanya sistem alternatif yang memberikan keseimbangan antara para pelaku
industri perbankan, tetapi tetap memberikan peluang pengembangan bisnis yang baik.
Sistem Perbankan Syariah dilihat dapat menjadi salah satu sistem alternatif tersebut.*

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank
Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara
dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya® Salah satu keunggulan dari
Perbankan Syariah adalah perbankan syariah lebih mampu bertahan dalam
menghadapi tantangan krisis ekonomi tahun 1997-1999.° Tidak kurang dari Gubernur
Bank Indonesia mengakuinya sebagaimana dinyatakan dalam pidatonya di Sidang
Tahunan dewan Gubernur IDB ke-24 tanggal 3 Nopember 1999 mengatakan antara
lain: “ We in central bank as well asin other public authorities have a strong believe
that banks and other financial institutions operating on the basis of shari’ah
principles can cope with various problems better than conventional financial
ingtitutions. And although a though study is still to be conducted, preliminary
indicators have shown that sharia’ ah banks are more resilient in the time of financial

and Economic crises like the one we in Indonesia have gone through.

Sesual dengan perundang-undangan yang berlaku, Bank Indonesia memiliki
kewenangan dan tanggung jawab untuk menetapkan perizinan, pembinaan, dan
pengawasan bank, serta pengenaan sanks terhadap bank yang tidak mematuhi

peraturan perbankan yang berlaku. Bank Indonesia dalam menerapkan kewenangan

* Tim Syariah-Bank |FI, ” Praktek Bank K onvensional dengan Cabang Bank Syariah”, Paper
disampaikan pada seminar Prospek Bank Syariah Sebagai Sistem Perbankan Alternative dalam
Menyongsong Persaingan Bebas di Indonesia, 30 November 1999, di Jakarta, Program Lanjutan llmu
Hukum-FHUI.

®. Indonesia, Undang-undang tentang Perbankan Syariah, UU No. 21 Tahun 2008, LN No.
94 Tahun 2008, TLN No. 4867. ps. 1 angka 1.

® Bank Indonesia, Perbankan Syariah Lebih Tahan Krisis Global. ®
http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syarialy. diunduh 1 Juni 2010.

Universitas Indonesia
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dan tanggung jawab dimaksud antara lain tetap mempertimbangkan faktor-faktor
kemampuan bank, prinsip kehati-hatian operasional bank, tingkat persaingan yang
sehat, tingkat kejenuhan jumlah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan
prinsip syariah, pemerataan pembangunan ekonomi nasional, kelayakan rencana kerja

bank, serta kemampuan dan atau kepatutan pemilik, pengurus, dan pejabat bank.”

Bank Indonesia selaku bank sentral juga banyak melakukan terobosan untuk
mengembangkan perbankan syariah. Salah satu terobosan yang pernah ada dalam
mendorong perbankan syariah itu adalah dengan mengeluarkan berbagai program dan
kebijakan yang turut mendukung pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia
Misalnya Program Pengembangan Akselarasi Perbankan Syariah (PAPBS) yang
dijalankan sejak tahun 2007-2008. Latar belakangnya adalah karena Bank Indonesia
melihat, (1) kebijakan dual banking system tahun 1992 belum tercermin dalam
realitas karena dalam kenyataanya pangsa pasar bank syariah belum signfikan
(okober 2006: 1,5%), (2) survel prefensi (2000-2005) menunjukkan potensi pangsa
pasar bank syariah (domestik) yang cukup besar ditambah dengan perkembangan
pesat dari perbankan syariah/lembaga keuangan internasional, (3) industri perbankan
nasional masih menghadapi permasalahan mengoptimalkan fungsi intermediasi.
Selain itu Bank Indonesia memiliki komitmen mendukung pertumbuhan ekonomi
nasional (PDB Growth 6%) dimana sektor perbankan nasiona menjadi

penggeraknya®

Tujuan dari PAPBS ini adalah mencapai share perbankan syariah mencapai
5% pada akhir tahun 2008 dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan
kepatuhan pada prinsip syariah. Program ini dijalankan dengan enam pilar program
yaitu; (1) penguatan kelembagaan Bank Syariah (2), pengembangan produk
Perbankan Syariah (3), intenfikas dan edukas publik beserta mitra alians (4)

" Wirdyaningsih, et.al., Bank dan Asuransi Islamdi Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2007) hal.
74.

8 hitp://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah/. diunduh 18 November 2010.

Universitas Indonesia
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peningkatan peran pemerintahan dan penguatan kerangka hukum Bank Syariah (5)
penguatan sumber daya bank syariah dan yang terakhir penguatan pengawasan Bank
Syariah.®

Sejak diperkenalkan 18 (delapan belas) tahun lalu perbankan syariah
mencatatkan pertumbuhan yang luar biasa. Data Bank Indonesia menunjukkan aset
industri perbankan syariah meningkat 35 kali lipat dari Rp 1, 79 triliun tahun 2000
menjadi Rp 66.089 triliun diakhir tahun 2009.% Jika dilihat dari jumlah pelaku usaha
yang terlibat dalam perbankan syariah, menunjukkan peningkatan yang semakin
signifikan."* Hal ini ditandai dengan bertambahnya jumiah Bank Umum Syariah
menjadi 11 (sebelas) Bank Umum Syariah hingga bulan desember tahun 2010 dan 23
(dua puluh tiga) Bank Umum Konvensional yang mempunya Unit Usaha Syariah.
Jaringan pelayanan Bank Syariah juga mengalami peningkatan jumlah kantor menjadi
1151, dan kantor cabang Bank Umum Konvensional yang memiliki layanan syariah
sebanyak 237 kantor.*? Secara geografis penyebaran jaringan kantor Perbankan
Syariah saat ini telah menjangkau masyarakat di di 33 propinsi.™

Pesatnya perkembangan Perbankan Syariah yang ditandai dengan
meningkatnya kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah,
dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang
Perbankan. Dalam undang-undang Nomor 7 tahun 1992 ini telah ditulis secara tegas
adanya kesempatan bagi bank untuk melakukan kegiatan operasional dengan prinsip

¥ http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah/. diunduh 18 November 2010.

10« gharia Banking Recods Show Impresve Growth in Indonesia” ,
<thejakartapost.com./suplemen./1>. diunduh 1 Juni 2010.

1 “BCA Launches sharia Unit” <thejakartapost.com./suplemen./1> diunduh 1 Juni 2010.

12 Statistik Perbankan Syariah (1slamic Banking Statistik) September 2010.
http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah/. diunduh 18 November 2010.

3 Bank Indonesia, Perbankan Syariah lebih tahan krisis global **
http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah/. diiunduh 1 Juni 2010.

Universitas Indonesia
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bagi hasil. Meski beberapa kalangan mengatakan bahwa prinsip bagi hasil adalah
salah satu bagian dari Prinsip Syariah. Pengaturan mengenai prinsip bagi hasil ini,
diperinci dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor. 72 tahun 1992 yang
menjadi dasar hukum untuk beroperasinya Bank Syariah di Indonesia dan dimulainya
era dual banking system. Dengan dual banking system ini, maka Bank Konvensional

bisa membuka layanan syariah disetiap kantor yang dimiliki Bank Konvensional.

Enam tahun kemudian, tepatnya tahun 1998 dimulai babak baru
perkembangan Perbankan Syariah. Segjak tahun 1998 Bank Indonesia mempunyai
kewenangan untuk mengatur Perbankan Syariah, yang selama ini pengaturannya
berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang kemudian diserahkan kewenangannya
ke Bank Indonesia. Ketentuan pelaksanaan itu dikeluarkan baik dalam bentuk Surat
Direksi Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia, dan Surat Edaran Bank Indonesia.
Hal ini makin memperkuat landasan hukum Perbankan Syariah. Peraturan tersebut
memberikan kesempatan yang luas bagi perbankan nasional untuk mengembangkan

jaringan perbankan syariah.

Perkembangan yang pesat, kebutuhan masyarakat akan layanan perbankan
syariah yang makin meningkat, dan juga dirasakan bahwa perbankan syariah
memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensiona, maka
pengaturan mengenal Perbankan Syariah (bagi hasil) dalam Undang-Undang nomor 7
tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan undang-Undang Nomor
10 tahun 1998 dirasa pengaturannya belum menyeluruh sehingga perlu diatur secara
lebih khusus dalam undang-undang sendiri. Berdasarkan perkembangan tersebut
perlunya peraturan perundangan yang lebih spesifik, maka tanggal 16 juli 2008
disahkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Bank Syariah. Undang-

undang ini makin memperkuat landasan hukum bagi Perbankan Syariah di Indonesia.

Dalam perjalanan Perbankan Syariah, Bank Indonesia telah membuka kran
investasi disektor perbankan syariah dengan menyediakan berbagai pilihan bagi
investor atau pemilik modal untuk masuk kesektor perbankan syariah. Investas di

Universitas Indonesia
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sektor perbankan syariah dapat dilakukan melalui berbagai cara yaitu: (1) pendirian
Bank Umum Syariah baru, (2) pembukaan kantor cabang dan perwakilan bank asing
di Indonesia, (3) konversi Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah,
termasuk apabila didahului dengan proses akuisisi bank, atau (4) membentuk Unit
Usaha Syariah dan membuka kantor cabang syariah di Bank Umum Konvensional.
Dalam pendirian bank, diperlukan dukungan permodalan yang kuat dan pemilik yang
patut serta memiliki kondisi keuangan yang sehat, sehingga bank tersebut mampu

bersaing dalam dunia perbankan internasional .**

Bank Indonesia pada tahun 2004 mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia
(PBI) Nomor 6/24/PB1/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan
Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dengan tujuan untuk mendorong perkembangan
jaringan kantor kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, untuk pengaturan
perbankan syariah yang lebih komprehensif, jelas dan agar bisa memberikan
kepastian hukum. PBI ini diharapkan bisa mendorong terciptanya perbankan nasional
yang tangguh dan efisien. Dengan dikeluarkannya PBI ini maka Surat Keputusan
Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank
Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kemudian Pada tahun 2005 Bank Indonesia mengeluarkan PBI Nomor:
7/35/PBI/2005 dalam rangka mendorong pertumbuhan dan perkembangan Bank
Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah agar dapat
melayani seluruh lapisan masyarakat, diperlukan penyesuaian terhadap kebijakan
yang berkaitan dengan pengaturan permodalan yaitu mensyaratkan untuk pendirian
bank baru moda disetor ditetapkan sekurang-kurangnya 1.000.000.0000.0000,00.
(satu triliun rupiah).®

¥ Wirdyaningsih, et.al. op.cit. hal. 74.

> Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Bank |ndonesia
Nomor 6/24/PBI/2004 tentang bank Umum Yang Mel aksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip
Syariah, ps. 1.
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Ketentuan yang lebih jelas mengenai Perubahan Kegiatan Usaha Bank
Konvensional menjadi Bank Syariah diatur dalam PBI Nomor 8/3/PBI sebagaimana
telah diubah dengan PBI Nomor 9/7/PBI/2007 tentang Perubahan Kegiatan Usaha
Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan
Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Cabang yang
Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum
Konvensional. Perubahan kegiatan usaha bagi bank umum untuk menjadi bank
syariah harus dengan izin dari Bank Indonesia. Sehingga dengan adanya perubahan
kegiatan usaha ini diharapkan makin memperluas jaringan yang dimiliki oleh
perbankan syariah dan diharapkan juga mampu menjangkau segala lapisan
masyarakat.

Kemudian tanggal 29 April 2009 dikeluarkanlah PBI  Nomor
11/15/PBI/2009 Tentang Perubahan Kegiatan usaha Bank Konvensiona Menjadi
Bank Syariah. Dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa Bank Konvensional dapat
melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah dan dalam ayat (2)
dinyatakan perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Umum
Syariah dapat dilakukan dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum
Syariah.™® Persyaratan perubahan kegiatan usaha harus dicantumkan dalam rencana
bisnis Bank Konvensional,"” kemudian Bank Konvensional tersebut harus memiliki
rasio Kewgjiban Penyedian Modal Minimum (KPMM) paling kurang 8% dan
memiliki modal inti paling kurang sebesar Rp 1.00.000.000.000,00 (seratus milyar
rupiah)™®

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI1/2009,
maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan

'8 Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank
Konvensional Menjadi Bank Syariah, PBI No. 11/15/PBI/2009 pasa 3.

Y Ibid, ps. 5.

8 1bid, ps. 8 huruf b.
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Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan
Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Yang
Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum
Konvensiona dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/7/PBI1/2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan
Usaha Bank Umum Konvensiona Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan
Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Yang
Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum
Konvensional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Salah satu kasus yang berkaitan pendirian Bank Umum Syariah melalui
konvers dari Bank Umum Konvensional yang diangkat dalam penelitian ini adalah
konversi PT Bank Syariah ABC. PT Bank Syariah ABC adalah Bank Umum Syariah
ke-empat di Indonesia setelah Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, dan Bank
Syariah Mega Indonesia. Bank Syariah ABC pada awalnya adalah PT Bank DEF
(Selanjutnya disebut DEF). DEF adalah sebuah bank yang didirikan berdasarkan
anggaran dasar tanggal 3 April 1969 nomor 4, dan melakukan kegiatan usaha bank
umum konvensional berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor D.15.6.14.40 tanggal 7 Maret 1969 tentang Pemberian 1zin Usaha PT Bank
Djasa Artadi Jakarta.'®

PT Bank ABC (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut Bank ABC) kemudian
melakukan akuisis hampir semua saham (99%) saham DEF. Direkss DEF dan BRI
sebagal pemegang pengendali DEF melalui surat Nomor 175/VV1/08/KP/DIR tanggal
25 Juni 2008 telah mengajukan permohonan izin perubahan kegiatan usaha kepada
Bank Indonesia. Bank Indonesia memberikan izin berdasarkan Keputusan Gubernur
Bank Indonesia Nomor: 10/67/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 16 Oktober 2009 tentang

19 salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 10/67/K EP.GBI/DpG/2008 Tentang
Pemberian | zin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Y ang
Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah PT Bank Syariah X.
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Pemberian 1zin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank
Umum yang Melaksanakan K egiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.®

Selain dari contoh pendirian Bank Umum Syariah melalui konversi, Bank
Umum Syariah juga bisa didirikan dengan pemisahan (spin off) secara langsung
seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor. 21 tahun 2008 tentang
Bank Syariah. Pada Pasal 68 ayat (1), disebutkan bahwa Bank Umum Konvensional
yang memiliki Unit Usaha Syariah yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit
50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun
sgjak berlakunya undang-undang ini, maka Bank Umum Konvensional wajib
melakukan Pemisahan Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah.

Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor
11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah dengan tujuan untuk meningkatkan
pelayanan jasa Perbankan Syariah kepada masyarakat diperlukan jumlah kantor Bank
Syariah yang semakin banyak yang dapat menjangkau masyarakat secara luas
termasuk memperkuat keberadaan Unit Usaha Syariah pada Bank Umum
konvensional. Tujuan lainnya agar Unit Usaha Syariah bisa berkembang secara sehat
dan dikelola secara profesiona maka diperlukan dukungan dari mangemen dan
modal yang cukup agar dapat tumbuh secara sehat dan tangguh (sustainable).

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009
ini maka, maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan
Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensiona Menjadi Bank Umum Yang
Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor
Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank
Umum Konvensional serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/7/PBI/2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI1/2006 tentang Perubahan
Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensiona Menjadi Bank Umum Yang
Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor

20« gglinan K eputusan Gubernur Bank Indonesia’ , op.cit.
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Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank
Umum Konvensiona dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Salah satu kasus yang berkaitan dengan pemisahan (spin  off) adalah
pemisahan Unit Usaha Syariah yang dimiliki Bank XY Z kemudian membentuk Bank
Umum Syariah yang baru. Bank Syariah XYZ berdiri sgjak 5 mei 2010** dan mulai
beroperasi tanggal 20 Me 2000 ditujukan untuk melayani masyarakat yang hendak
bertransaks perbankan secara syariah.

Pada Juni 2009, tercatat Unit Usaha Syariah Bank XYZ memiliki aset Rp
730.000.000,00 (tujuh ratus tiga pulu miliar rupiah). Di tahun 2009 Unit Usaha
Syariah Bank XYZ ditargetkan menjadi Bank Umum Syariah dengan moda Rp
500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan dari Bank
Indonesia yang ada dalam PBI Nomor 11/10/PB1/2009 tentang Unit Usaha Syariah.
Pada pertengahan tahun 2009, Bank Y telah mengajukan izin prinsip pembentukan
Bank Umum Syariah ke Bank Indonesia. Bank Y merupakan Bank pertama yanng
menerapkan PBI Nomor 11/10/PBI1/2009 untuk melakukan spin off Unit Usaha
Syariah yang dimiliki Bank XYZ.Setelah Bank XYZ melakukan spin off, ada
peningkatan dalam performa bisnis sgjak laporan periode laporan 31 Me 2010
sampal 31 oktober 2010, Bank XY Z Syariah mampu meningkatkan aset sebesar 62%
persen dari Rp 1, 03 triliun menjadi Rp 1, 67 triliun.?

Dalam prakteknya beberapa Bank Umum Syariah yang beroperasi sekarang
ini sebagian besar berasal dari hasil konverss Bank Umum Konvensional, hanya
beberapa yang berasal dari Spin off. Berkaitan dengan hal-hal yang telah disebutkan
terdahulu, maka dalam penelitian ini, penulis menelaah mengena perbandingan
pendirian Bank Umum Syariah antara pendirian Bank Umum Syariah hasil konversi
yaitu Bank Syariah ABC dengan pendirian Bank Umum Syariah hasil pemisahan
yaitu Bank Syariah XY Z.

2L “Ekonomi dan Bisnis Syariah”, Republika, (6 Desember 2010): 18.

22 “Ekonomi dan Bisnis Syariah”, Republika, (6 desemeber 2010): 18
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1.2 Pokok Permasalahan

Untuk mendapat gambaran yang lebih objektif atas permasalahan serta
membatasi ruang lingkup permasalahan tersebut agar tidak terlalu luas, maka
dirumuskan beberapa pokok permasalahan dari pendlitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan hukum yang berlaku dalam pendirian Bank
Umum Syariah melalui konversi dan melalui spin off?

2. Apakah pendirian Bank Syariah ABC melalui konversi dan Bank Syariah
XYZ melaui spin off telah memenuhi ketentuan yang berlaku?

3. Bagaimanakah perbandingan antara pendirian Bank Umum Syariah

melalui konversi dengan pendirian Bank Umum Syariah melalui spin off?
1.3 Tujuan Pendlitian

1. Memberikan gambaran mengena pengaturan atas proses pendirian Bank

Umum Syariah dengan metode konversi dan dengan metode spin off.

2. Memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan pendirian Bank Syariah
ABC dan Bank Syariah XYZ.

3. Memberikan pemahaman mengenai perbandingan pendirian Bank Umum
Syariah melalui konverss dengan pendirian Bank Umum Syariah hasil
pemisahan (spin off).

1.4 Defenisi Operasional

Untuk memberikan persamaan pengertian dan kemudahan dalam memahami
apa yang dimaksudkan oleh penulis, maka berikut adalah batasan pengertian dalam

penulisan ini:
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1. Akuisis Bank

Adalah pengambilaihan kepemilikan suatu Bank yang mengakibatkan
beralihnya pengendalian terhadap Bank.?®

2. Bank

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkannya kemasyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.?*

3. Bank Umum Konvensional

Bank Konvensiona yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu

lintas pembayaran.
4. Bank Syariah

Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan
menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah.”®

5.  Bank Umum Syariah

Bank Syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran.”’

% |ndonesia, Peraturan Pemerintah tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, PP
Nomor 28 tahun 1999, ps. 1 ayat 4.

% bid., ps.1 ayat 2.
% |bid., ps. 1 ayat 5.
% bid., ps. 1 ayat 7.

7 |bid., ps. 1 ayat 8.
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6. Konvers
Adalah perubahan kegiatan usaha.®
7.  Unit Usaha Syariah,

Adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang
berfungs sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan
usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja dikantor cabang dari suatu Bank
yang berkedudukan di luar negri yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional yang berfungs sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu
syariah dan/ unit syariah.?

8.  Perbankan Syariah

Segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha
Syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam
mel aksanakan kegiatan usahanya.*

9. Pemisahan

Pemisahan adalah pemisahan usaha dari satu Bank menjadi uda badan usaha

atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Prinsip Syariah

Prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang
dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dalam
bidang syariah.**

% |ndonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank
Konvensional, PBI Nomor 11/15/PBI1/2009, LN. No. 69 DPbS, TLN. No0.5005 DPbS, Penjelasan
Umum.

29 | i

Ibid., ps. 1 ayat 10.

% | ndonesia Undang-undang tentang Perbankan Syariah, op. cit., ps.1 ayat (1).
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1.5 Metode Pendlitian

Apabila ditinjau dari sudut tujuannya, maka suatu penelitian hukum dapat
dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum
sosiologis atau empiris.** Dalam Penelitian ini metode yang digunakan adalah
penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat yuridis normatif. Sedangkan
dalam penelitian kepustakaan, penulis menggunakan jenis data sekunder berupa
bahan hukum primer, dan sekunder. Penulisan ini juga menggunakan aat pengumpul
data berupa wawancara ibu Fenti Ari Damayanti, Financing System and Procedure
Departement dari PT Bank BRI Syariah. Adapun sumber data yang digunakan antara

lain:
1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunya kekuatan
mengikat di masyarakat.*® Penelitian ini menggunakan UU Perbankan,UUPT, PBI
No. 11/10/PBI/2009, PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang
Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah serta PBI  No.
11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensiona Menjadi
Bank Syariah,

2 Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai
bahan hukum primer,** berupa buku, makalah, dan data yang diperoleh dari media
cetak maupun elektronik.

% |bid., ps. 1 ayat 12.

% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cetakan K e-3 (Jakarta: Ul-Press, 1986),
hal .51.

%2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006). hal.13.
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2.4 Sistematika Penulisan

Tulisan ini terdiri dari lima bab, pembagian ada 5 (lima) bab, masing-masing

bab terbagi menjadi sub-sub dengan susunan sebagai berikut:

BAB 1

BAB 2

BAB 3

BAB 4

BAB 5

PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, pokok permasalahan,
tujuan penelitan, defenisi operasional, metode penelitian dan

sistematika penulisan.
TINJAUAN UMUM PERBANKAN SYARIAH

Bab ini memaparkan mengena Perbankan Syariah, mulai dari
perkembangan perbankan syariah di Indonesia, kegiatan usaha

perbankan, dan cara mendirikan Bank Umum Syariah.
PENDIRIAN BANK UMUM SYARIAH

Bab ini memaparkan mengenal pendirian Bank Umum Syariah hasil
konvers dan pendirian Bank Umum Syariah hasil pemisahan (spin
off).

ANALISIS PERBANDINGAN PENDIRIAN BANK SYARIAH
ABC DENGAN BANK SYARIAH XYZ

Bab ini menguraikan tentang analisis perbandingan pendirian Bank
Syariah X hasil konvers dan Bank Syariah Y hasil pemisahan (spin
off).

PENUTUP

Bab ini beris penutup yang terdiri dari simpulan dan saran atas

penelitian ini.

% |bid.
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BAB 2

TINJAUAN UMUM PERBANKAN SYARIAH

2.1 Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia
2.1.1 Periode Undang-Undang No. 7 Tahun 1992

Titik terang untuk pendirian lembaga bank dengan sistem syariah sebenarnya
telah muncul sgjak awal tahun 1990-an. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya
ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor tanggal 19-22 Agustus
1990, hasil lokakarya tersebut dibahas mendalam pada Musyawarah Nasiona |1V
Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Jakarta pada
tanggal 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat munas tersebut, maka dibentuk

kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia.*®

Bank Muamalat Indonesia, kemudian lahir sebagal hasil kerjatim Perbankan
MUI tersebut. Akta pendirian PT Bank Muamaat Indonesia ditandatangani pada
tanggal 1 November 1991. Pada saat itu terkumpul komitmen pembelian saham
sebanyak Rp 84 miliar. Pada tanggal 3 November 1991, pada acara silaturahmi
presiden di Istana Bogor, dapat dipenuhi total komitmen modal disetor awal sebesar
Rp 106.126.382,-. Dana tersebut berasal dari presiden dan wakil presiden, sepuluh
Menteri Kabinet Pembangunan V, juga Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila,
Yayasan Dakab, Supersemar, Dharmais, Purna Bhakti Pertiwi, PT PAL, dan
PINDAD. Selanjutnya, Yayasan Dana Dhakwah Pembangunan ditetapkan sebagai
yayasan penopang bank Islam. Dengan terkumpulnya modal awal tersebut, maka
tanggal 1 mei 1992, Bank Muamalat Indonesia (BMI) mulai beroperasi.*®

* Wirdyaningsih., op cit., hal. 62.

% | bid.
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Pada tanggal 25 Maret 1992 dikeluarkanlah Undang-undang No. 7 tahun
1992 tentang Perbankan yang memperkenalkan sistem Perbankan dengan prinsip bagi
hasil. Meskipun belum menyebutkan Bank Syariah secara eksplisit, UU No. 7 Tahun
1992 telah memberikan isyarat untuk awa berkembangnya Bank Syariah di
Indonesia.®* Dalam undang-undang tersebut pada Pasal 6 huruf (m) dan Pasal 13
huruf (c) menyatakan, bahwa salah satu usaha bank umum dan Bank Perkreditan
Rakyat (BPR) adalah menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip
bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang diatur kemudian dalam Peraturan Pemerintah
(PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip bagi Hasil. Kedua pasa
diatas menerangkan bahwa Bank Umum maupun BPR dapat menyediakan
pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan dalam PP tersebut.*®

Daam undang-undang disebutkan pengertian bank bagi hasil yang belum
mencakup secara tepat pengertian Bank Syariah, padaha Bank Syariah memiliki
cakupan yang lebih luas dari sekedar bank bagi hasil. Oleh karena itu, UU No. 7
Tahun 1992 dan PP No. 72 Tahun 1992 belum memberikan landasan hukum yang
cukup kuat untuk pengembangan Bank Syariah di Indonesia karena bank syariah
hanya dipahami sebagai bank bagi hasil.* Kemudian, Bank Syariah harus tunduk
pada ketentuan perbankan konvensional yang mengakibatkan terjadinya
ketidakefektifan dan ketidakefisienan dalam kegiatan operasionalnya. Hal ini disadari
karena ada perbedaan dalam pelaksanaan operasional antara bank konvensional dan
bank syariah.*® Sehingga produk Bank Syariah hanyalah produk Bank Konvensional
yang diberi |abel syariah.

3" Ascarya Diana Y umita, Bank Syariah: Gambaran Umum, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan
Studi Kebanksentralan, 2005) hal. 44.

% Wirdyaningsih., op cit., hal. 62

¥ AscaryaDiana Yumita, op cit., hal. 45
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Undang-undang ini sudah mulai diperkenalkan sistem perbankan ganda atau
dual banking system pada sistem perbankan walaupun pemerintah belum
menerapkannya.** Dalam periode ini, pemerintah belum memberikan dukungan yang
kuat, sehingga perkembangan Bank Syariah tidak begitu bagus. Penyempurnaan serta
pengembangan peraturan pelaksanaan operasional adalah salah satu strategi dalam
pengembangan perbankan syariah di Indonesia®® Sampai tahun 1998 baru ada satu
Bank Syariah di Indonesia, yaitu Bank Muammalat Indonesia. Kelemahan undang-
undang ini adalah Bank Syariah hanya bisa tumbuh melalui perluasan bank syariah
yang sudah ada, atau melalui pembukaan Bank Syariah baru yang tentunya

memer|ukan investasi yang tidak kecil.**

2.1.2 Periode Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998

Pada tahun 1998 perkembangan perbankan (Islam) syariah belum semarak di
negara-negara lain. Karena keadaan Indonesia kurang kondusif antara lain, penetapan
bunga bank masih merupakan aat kontraksi moneter. Bank Indonesia masih

menggunakan policy penetapan bunga tinggi untuk mengatasi inflasi.*

Kemudian Pada tahun 1998, dikeluarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998
tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Undang-undang ini merupakan tonggak bersgarah bagi perkembangan perbankan
syariah di Indonesia, sebaga sinyal bahwa Pemerintah mula memberikan

komitmennya secara penuh.”® Pada periode ini, terdapat beberapa perubahan yang

0 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta: cetakan
kesepuluh, 2007) hal. 225.

“ Ascarya Diana Yumanita., op.cit., hal. 46

“2 Subarjo Joyosumarto, “ K ebijakan Bank Sentral Dalam Pengembangan Perbankan Syariah”,
Paper Perbankan Syariah di Jakarta 1999.

“ Wirdiyaningsih., op.cit., hal. 62.

# Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan K edudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan
Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999) hal. 194.

% AscaryaDiana Yunita, op cit., hal. 47
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memberikan peluang lebih besar bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia
dengan memberikan penegasan terhadap konsep perbankan Islam dengan mengubah
penyebutan “ Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil” pada Undang-Undang No. 7
Tahun 1992, menjadi “ Bank Berdasarkan Prinsip Syariah”. Penyebutan tersebut pada
Pasal 1 ayat (3), ayat (4), ayat (12), dan ayat (13). Bahkan pada Pasal 1 ayat 13 yang
menerapkan tentang pengertian prinsip syariah dalam perbankan ini juga teradapat

penguatan kedudukan hukum Islam bidang perikatan dalam tatanan hukum positif.*°

Sebagai pelaksanaan dari undang-undang ini, kemudian diikuti dengan
dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk Surat K eputusan (SK)
Direksi Bank Indonesia yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan
kesempatan yang luas bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Pada
masa awal sebagal pengaturan lebih lanjut tentang ketentuan operasional bank
berdasar\kan prinsip syariah dikeluarkan SK Direks Bl No. 32/34/KEP/DIR tanggal
12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Kedua
SK tersebut kemudian diganti dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.
6/24/PBI1/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang bank Umum yang Melaksanakan
Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan PBI No. 6/7/PBI/2004 tangga 1
Juli 2004 tentang Bank Pekreditan Berdasarkan Prinsip Syariah.*’

Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang
No.7 tahun 1992 tentang Perbankan telah memberi peluang yang sangat baik bagi
tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-undang tersebut memungkinkan
bank beroperas sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus
syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank konvensional
untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonvers diri secara total menjadi
Bank Syariah.®®

“6 Wirdyaningsih., op.cit., hal. 67
4" 1bid.

%8 Muhammad Syafi’i Antonio., op cit., hal. 26.
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Lahirnya undang-undang ini dimanfaatkan dengan baik oleh Bank Umum
Konvensional, yaitu PT Bank Mandiri (Persero). PT Bank Mandiri (Persero)
merupakan hasil merger empat bank, yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi
Daya,Bank Exim dan Bapindo pada tanggal 31 juli 1999. Kemudian adanya rencana
perubahan PT Bank Susila Bakti menjadi Bank Syariah (dengan nama Bank Syariah
Sakinah) diambilalih oleh PT Bank Mandiri(Persero).PT Bank Susila Bakti yang
dimiliki oleh Yayasan Kesgahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan
PT Mahkota Prestasi berupaya keluar dari krisis 1997-1999 dengan berbagai cara.
Mula dari langkah-langkah menuju merger sampai pada akhirnya memilih konversi

menjadi Bank Syariah dengan suntikan modal dari pemilik.*®

PT Bank Mandiri (Persero) selaku pemilik baru mendukung sepenuhnya dan
mel anjutkan rencana perubahan PT Bank Susila Bakti menjadi Bank Syariah, sejalan
dengan keinginan PT Bank Mandiri (Persero) untuk membentuk unit syariah.
Langkah awal dengan merubah Anggaran Dasar tentang nama PT Bank Susila Bakti
menjadi PT Bank Syariah Sakinah berdasarkan Akta Notaris: Ny. Macharani M.S.
SH, No 29 pada tanggal 19 Mel 1999. Kemudian melalui Akta No. 23 tanggal 8
September 1999 Notaris: Sutjipto, SH nama PT Bank Syariah Sakinah Mandiri
diubah menjadi PT Bank Syariah Mandiri.*

Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan
Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP/. BI/1999 telah memberikan ijin perubahan
kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
kepada PT Bank Susila Bakti. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur
Senior Bank Indonesia No. /1I/KEP.DGS/1999 tanggal 25 Oktober 1999, Bank
Indonesia telah menyetujui perubahan nama PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank

“bid.

%0 | bid.
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Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri (BSM) berdiri pada 25 Oktober 1999 dan

mulai beroperasi pada 1 November 1999.>

Selain berdirinya BSM, beberapa bank lain juga mulai tumbuh antara
lainnya Bank IFI yang membuka cabang syariah pada tanggal 28 juni 1999.
Kemudian bulan februari 2000, Bank Indonesia mencatat bank-bank yang sudah
mengajukan permohonan membuka cabang syariah, yakni: Bank Niaga, Bank BTN,
Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh.*? Maraknya
pembukaan cabang syariah oleh Bank Umum Konvensional karena diberlakukannya
dual banking system yaitu BUK bisa membuka cabang syariah yang tetap bernaung
dibawah sistem perbankan konvensional.”® Berdasarkan data statistik yang diliris
Bank Indonesia pada September 2010, pada tahun 2007 tercatat 3 (tiga) BUS dan
meningkat menjadi 5 (lima) BUS di tahun 2008 dan jumlah UUS ditahun 2007
berjumlah 26 UUS meningkat menjadi 27 UUS ditahun 2008.>*

Majelis Ulama Indonesia juga turut serta dalam perkembangan Perbankan
Syariah dengan mengeluarkan produk hukum berupa fatwa Dewan Syariah Nasional
(DSN) yakni satu-satunya dewan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa
atas jenis-jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan syariah, serta mengawas
penerapan fatwa tersebut oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Bank
Syariah wajib mengikuti semua faiwa yang dikeluarkan oleh DSN. DSN telah
mengeluarkan fatwa yang melingkupi fatwa mengena produk Perbankan Syariah,
lembaga keuangan non-bank seperti asuransi, pasar modal, gadai serta berbagai fatwa

penunjang transaksi dan akad |embaga keuangan syariah.

1 bid.
%2 |hid.
%3 |bid.

% Data Bank Indonesia tahun 2008
http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah/. diunduh 18 November 2010.
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Tabel 2.1%°

Pertumbuhan Aset dan Pangsa Pasar Bank Umum Syariah

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 2005 2006 2007 2008

BUS + UUS 1.794 2.728 4.086  7.944 | 15.211 | 20.880 26.720 | 36.538 | 41.178
Pertumbuhan pertahun 52,1% 49.8% 94,4% 91,55 31,35 28,0% if,6% 14,/%

BUS (3 Bank) 1.721  2.500 3.571 | 6.57%9 | 12.527 17.111 120.270 26.016 ‘ 31.300
Pertumbuhan pertahun 45.3% 42.8% 84,2% 90.4% 36,64 18,5% 28,3% 49%
Market Share 95,9% 91,6% 87,4% 82,2% 82,4% 81,9% 75,9% 71,2% 76%

1 Bank Muamalat Indonesia 1127  1.564 2.123 | 3.308 5.209 7.427 8.370 10.569 ‘ 12,102
Pertumbuhan pertahun 38,8% 35,7% 55,8% 37,5% 43% 13% 26% 14%
Market Share 62,8% 57,3% 52,0% 41,6% 34,3% 35,6% 31,3% 28,6% 29%

2 Bank Syariah Mandiri 607 933 1.622 | 3.422 6.870 8,273 9,555 12,885 | 16.539
Pertumbuhan pertahun 53,7% 73% 111,0% 100, 8% 20% 15% 35% 28%
Markel Share 33,8% 34,2% 39.7% 43,1% 45,1% 39,6% 35,8% 35,3% 40%

3 Bank Syariah Meza Indonesia 401 897 2.345 2.562 | 2,659
Pertumbuhan pertahun 124% 161% % 4%
Market Share 2,6% 4% % 7% 6%

UUS (28 UUS) 73] 228 518 1.365 | 2.684 3.769 5.571 9.252 | 9.878

Sumber : Bank Indonesia

2.1.3 Periode Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

Bulan Juli 2008, DPR dan Pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 21
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah
untuk mengembangkan bisnis Perbankan Syariah di Indonesia, setelah sekian lama
terkesan mengabaikan niat untuk membesarkan Perbankan Syariah di Indonesia
Meski tertinggal cukup jauh dibandingkan dengan negara Malaysia, dimana Malaysia
terlebih dahulu membuat peraturan perundangan yaitu Islamic Banking Act 1983
yang mengatur perbankan syariah kemudian baru mendirikan bank syariah yaitu
Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB).*® Dengan disahkannya Undang-Undang ini
diharapkan makin memacu Perbankan Syariah untuk bisa lebih berkontribusi dalam

pembangunan ekonomi nasional.

5 Sumber Data Bank Indonesia http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah/.
diunduh 18 November 2010

% Nik Norzrul Thani, et all., law and Practice of Islamic Banking and Finance, (Petaling
Jaya: 2003) hal. 17.

Universitas Indonesia

Analisis perbandingan..., Ronal Balderima, FH Ul, 2011.



23

Ketika Undang-undang Perbankan Syariah disetujui pada tanggal 17 Juni
2008, para pemangku kepentingan berharap banyak bahwa Undang-undang tersebut
bisa efektif mengeliminasi ambivalensi yang membatasi gerak industri perbankan
syariah nasional, agar minima bisa mengegjar target kuantitatif (yaitu, pencapaian
pangsa 5% dari total asset perbankan nasional per Desember 2008), dan target
kualitatif (inisiasi kemakmuran umat melalui kehidupan komersial yang syariah). Hal
ini mengingat bahwa Undang-undang tersebut akan berperan dalam dua hal. (1)
Undang-undang Perbankan Syariah dapat dianggap sebagai upaya penciptaan
kepastian hukum yang mengatur segala aktivitas dalam industri tersebut. Dengan
mempelgjari Undang-undang ini, para investor tersebut dapat mengukur resultan-
resultan dari kegiatan investas mereka. (2) Undang-undang ini menjadi kerangka
dasar bagi penetapan standar-standar perbankan syariah nasional dan kemungkinan
teritegrasinya dengan standar perbankan syariah global. Bila standar nasional dapat
terintegrasi dengan standar perbankan syariah global, maka akan lebih mudah bagi
bank-bank syariah untuk berkompetisi dengan Singapura dan Malaysia.”’

Undang-undang ini juga memberikan aturan main yang lebih jelas tentang
bisnis bank syariah. Undang-undang ini memuat klausul tentang tata cara pendirian
bank syariah. Investor yang berminat untuk mengoperasikan bank syariah harus
meminta izin dari Bank Indonesia® Bank Syariah juga diharuskan mencantumkan
kata syariah setelah kata bank. Syarat lain, Bank Umum Konvensional bisa
dikonvers menjadi Bank Umum Syariah.>® Kemudian, ada keharusan Unit Usaha
Syariah dari sebuah bank berubah menjadi bank yang secara penuh beroperasi secara
syariah, apabila aset Unit Usaha Syariah ini telah mencapai 50% (lima puluh persen)

*" Erie febrian “Akselarasi Pertumbuhan Perbankan Nasional” http://www.stmik-
im.ac.id/userfiles/ Aksel erasi PertumbuhanPerbankanSyariahNasional. diunduh 18 november 2010.

% |ihat Undang Undang Perbankan Syariah., ps. 5 ayat (9).

¥ 1bid., ps. 5 ayat (6).
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dari bank induknya®. Tujuan aturan itu adalah memastikan syariah tidak hanya
menjadi bisnis sampingan Bank Umum Konvensional tersebut.

Selain itu, Undang-Undang Bank Syariah juga memuat serangkaian aturan
kehati-hatian.”* Contohnya, Bank Syariah tak boleh melakukan jua beli saham
dipasar modal secara langsung.®? Bank Syariah dilarang melakukan transaksi bisnis
yang mengandung riba, maisir atau sesuatu yang berbau judi, ataupun jual beli yang
bersifat taruhan atau gharar.®®* Dalam Undang-undang ini memuat sanksi
administratif® dan ketentuan pidana® Jika ada sengketa antara nasabah dan bank,

bisa disel esaikan melalui pengadilan agama.®®

pid., ps 9.

® Ibid., ps 35 ayat (1).
%2 bid., ps 24 ayat (1) .
% |bid., ps 24 ayat (2).
% |bid., ps 58 ayat (1).
® |bid., ps 59 ayat (1) .

% |bid., ps 55.
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Tabel 2.2%

Pertumbuhan Jaringan Perbankan Syariah Per Desember 2008

Kantor 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Bank Umum Syariah 57 86 115 209 266 304 349 401 583
Kantor Pusat 2 2 2 2 3 3 3 3 5
Kantor Cabang/KC 55 84 113 207 263 301 346 398 578
Pembantu/K.Kas
Unit Usaha Syariah 10 15 31 bé 89 154 183 196 237
Kantor Pusat 3 3 6 8 15 19 20 26 27
Kantor Cabang/KC 7, 12 25 48 74 135 163 170 210
Pembantu/K.Kas
Bank Perkreditan Rakyat 79 81 83 84 86 92 105 114 131
Syariah
TOTAL 146 182 229 349 441 550 637 711 951

2.2 Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Bank Syariah merupakan bank dengan prinsip bagi hasil yang menjadi
landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam pengerahan dananya maupun
dalam penyaluran dana. Oleh karena itu, jenisjenis penghimpunan dana dan
pemberian pembiayaan pada Bank Syariah terutama juga menggunakan prinsip bagi
hasil. Selain prinsip bagi hasil, Bank Syariah juga mempunya alternatif
penghimpunan dana dan pemberian pembiayaan non bagi hasil. Daam
penghimpunan dana, Bank Syariah dapat juga menggunakan prinsip wadi’ ah, gardh,
maupun ijarah. Dalam pembiayaan Bank Syariah dapat juga menggunakan prinsip
jual beli dan sewa (lease). Selain itu, Bank Umum Syariah juga menyediakan

87 Sumber Data Bank Indonesia http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah/.
diunduh 18 November 2010
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berbagal jasa keuangan seperti wakalah, kafalah, hiwalah, rahn, gardh, Sharif, dan

ujr.%®

Secara garis besar jenis kegiatan usaha Perbankan Syariah dapat dibagi
kedalam penghimpunan dana, penyaluran dana, pelayanan jasa®®, dan kegiatan
sosial.” Undang-undang Bank Syariah juga telah mengatur kegiatan usaha apa sgja
yang bisa dijalankan oleh Bank Umum Syariah. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 19

ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah:”*

a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau
bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi’ah
atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa deposito, Tabungan, atau
bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad
mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad
musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad gardh atau Akad lain yang
tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

e. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak
kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk
ijarah muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan
Prinsip Syariah;

f. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad
lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

8 Ascarya Diana Y umanita., op cit., hal. 14.

* Adiwarman Karim, Bank Islam Analis Figih dan Keuangan,( Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2004) hal 87.

™ Aascarya Diana Y umanita., op cit., hal. 15.

™ Lihat Undang-Undang Perbankan Syariah., ps. 19 ayat (1)
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. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip

Syariah;

. membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak

ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip
Syariah, antara lain seperti Akad ijarah, musyarakah, mudharabah,
murabahah, kafalah, atau hawalah;

i. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh

pemerintah dan/atau Bank Indonesi a;

j. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan

perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip
Syariah;

. melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan Prinsip

Syariah;

. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga

berdasarkan Prinsip Syariah;

.memindahkan uang, balk untuk kepentingan sendiri maupun untuk

kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;

. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad wakalah;
. memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan Prinsip

Syariah; dan

. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan dibidang perbankan dan

dibidang perbankan dan di bidang sosiad sepanjang tidak bertentangan
dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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Kegiatan usaha Unit Usaha Syariah meliputi yang secara garis besar hampir
sama dengan Bank Umum Syariah: "

a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau
bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi’ah
atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau
bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad
mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad
musyarakah, atau Akad lain yangtidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad
istishna’, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad gardh atau Akad lain yang tidak
bertentangan dengan Prinsip Syariah;

f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak
kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk
ijarah muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan
Prinsip Syariah;

g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawal ah atau Akad lain
yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip
Syariah;

i. membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar
transaks nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah,
musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah;

j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh

pemerintah dan/atau Bank Indonesia;

2 1bid.,ps. 19 ayat (1).
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K. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan

perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip
Syariah;

menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
berdasarkan Prinsip Syariah;

memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk
kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;

n. memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan Prinsip

Syariah; dan

0. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di

bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan

sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 20 ayat (1), sdlain melakukan kegiatan usaha sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bank Umum Syariah dapat pula:

a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau

lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip
Syariah;

. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat

kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus

menarik kembali penyertaannya;

. bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip

Syariah;

e. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan

Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

pasar modal;

" 1bid., ps. 20.
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f. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip
Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;

g. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka
pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak
langsung melaui pasar uang;

h. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka
panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak
langsung melalui pasar modal; dan menyediakan produk atau melakukan
kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip
Syariah.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (2), Unit Usaha Syariah dapat pula:™*

a melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;

b. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan
Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pasar modal;

c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat
kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus
menarik kembali penyertaannya;

d. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip
Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;

e. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka
pendek berdasarkan Prinsip Syariah baik secara langsung maupun tidak
langsung melalui pasar uang; dan

f. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah
lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

" bid., ps. 19.
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Kegiatan usaha Perbankan Syariah tersebut wajib memenuhi ketentuan yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

2.3 Pendirian Bank Umum Syariah

Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Bank Syariah menyatakan
bahwa status badan hukum Bank Umum Syariah berbentuk Perseroan Terbatas.”
Dalam Pasal 9 mengatur mengenai pendirian Bank Syariah, yaitu:’’

1. Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh
a. warga negara |ndonesia dan/atau badan hukum Indonesia
b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga
negara asing dan/atau badan hukum Indonesia secara kemitraan atau
c. pemerintah daerah
2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat dirikan dan/atau dimiliki
oleh:
a warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh
pemiliknya warga negara Indonesia;
b. pemerintah daerah; atau
c. duapihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
3. maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh warga negara asing
dan/atau badan hukum asing diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

" bid., ps. 13.
" 1bid., ps. 7.

bid., ps. 9.
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Pendirian Bank Umum Syariah, dapat dilakukan dengan cara sebagai
berikut:

1. mendirikan Bank Umum Syariah baru;

2. mengkorverss Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah,
termasuk apabila didahului dengan proses akuisisi bank; dan

3. memisahkan (spin off) Unit Usaha Syariah bagi Bank Umum Konvensiona
yang memiliki Unit Usaha Syariah.

2.3.1 Pendirian Bank Umum Syariah Baru

Pada tanggal 29 Januari 2009 Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank
Indonesia disingkat PBI tentang Bank Syariah yaitu PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang
Bank Umum Syariah. Dalam PBI ini juga ditegaskan bahwa bentuk badan hukum
Bank Syariah adalah Perseroan Terbatas yang dinyatakan dalam Pasal 2.”® Kemudian
untuk anggaran dasar Bank Syariah diatur dalam Pasal 3, yang berbunyi menyatakan
bahwa bank harus memiliki anggaran dasar yang selain memenuhi persyaratan
anggaran dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,
juga harus memuat beberapa ketentuan lainnya. Beberapa diantaranya adalah sebagai
berikut:"

a. pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota DPS
dengan memperoleh persetujuan Bank Indonesiaterlebih dahulu;

b. syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta hal lain yang
menyangkut Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

8 Indonesia., Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum Syariah, PBI
N0.11/3/PBI/2009, LN No. 29 Tahun 2009, TLN No0.4978, ps 2.

" bid., ps. 3.
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c. Rapat Umum Pemegang Saham Bank yang menetapkan tugas manajemen,
remuneras Dewan Komisaris dan Direksi, laporan pertanggungjawaban
tahunan, penunjukan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan
hal-hal lainnyayang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia; dan

d. Rapat Umum Pemegang Saham yang harus dipimpin oleh Presiden
Komisaris atau Komisaris Utama.

Modal yang disetor untuk mendirikan Bank ditetapkan dalam Peraturan
Bank Indonesia® Bank Umum Syariah dapat dimiliki oleh pihak domestik atau pihak
asing.®* Kepemilikan pihak asing bisa mencapai setinggi-tingginya sebesar 99%.%
Pihak asing dapat diartikan sebagai warga negara asing dan/atau badan hukum asing.
Untuk berbadan hukum Indonesia; bank harus dimiliki oleh paling kurang 2 (dud)
pihak yang terdiri dari warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, atau
warga negara asing/badan hukum asing dengan warga negara Indonesia/badan hukum
Indonesia secara kemitraan. Bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan
usaha setelah memperoleh izin Bank Indonesia.® Pemberian izin dilakukan dalam 2
(dua) tahap:®*

1. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian
Bank; dan

2. izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank
setelah persigpan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesal dilakukan.
Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan persetujuan prinsip

diberikan paling lambat 60 hari setelah dokumen diterima lengkap,®® dan apabila

8 pid., ps. 11.

& |bid., ps. 6 ayat (1).
8 |bid., ps. 6 ayat (2).
8 bid., ps. 5 ayat (1).
¥ 1bid., ps. 4 ayat (2).

8 |bid., ps. 8 ayat (1).
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disetujui maka berlaku untuk jangka waktu 1 (satu).® Artinya, dalam jangka waktu
tersebut, calon pemilik harus mengajukan permohonan izin usaha. Apabila lewat dari
waktu tersebut, maka persetujuan prinsip telah habis atau tidak dapat digunakan.®’
Dalam Pasal 8 ayat (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan
prinsip, diberikan Bank Indonesia berdasarkan pada:®
a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen
b. analisis yang mencakup antara lain tingkat persaingan yang sehat antar Bank
dan Unit Usaha Syariah, tingkat kejenuhan jumlah Bank dan Unit Usaha

Syariah serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional; dan

c. Uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon PSP, calon
anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota Direksi, serta wawancara
terhadap calon anggota DPS.

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pihak pihak yang
mengajukan permohonan pendirian Bank wajib melakukan presentasi kepada Bank
Indonesia mengenai keseluruhan rencana pendirian Bank.®Persetujuan atau
penolakan atas permohonan izin usaha diberikan paling lambat 60 hari setelah
dokumen diterima lengkap. Dalam rangka memberikan persetujuan, Bank Indonesia
juga melakukan Fit and Proper kepada calon Direksi, Komisaris maupun Dewan
Pengawas Syariah bank.*

2.3.2 Konversi Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah
Pendirian Bank Umum Syariah melalui konversi diatur dalam Peraturan

Bank Indonesa Nomor. 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Usaha Bank

Konvensional Menjadi Bank Syariah dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa Bank

% |bid., ps. 9 ayat (1).
#bid., ps. 9 ayat (3).
8 bid., ps. 11 ayat (2).
¥ bid., ps. 8 ayat (3).

% bid., ps. 14.
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Konvensional dapat melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah.™
Daam ayat (2) mengenai perubahan kegiatan usaha Bank Konvensiona menjadi
Bank Syariah dapat dilakukan:

a. Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah;

b. Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Sedangkan dalam pasal 3 disebutkan Bank Syariah dilarang melakukan
perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Konvensional. Ini mengukuhkan bahwa
konversi hanya bisa dilakukan dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah tidak
bisa sebaliknya® Dalam rangka memberikan izin konversi, Bank Indonesia
melakukan penelitian mengenai Tingkat Kesehatan Bank dan melakukan Fit and
Proper terhadap Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah bank. Persetujuan
atau penolakan permohonan izin konversi diberikan paling lambat dalam jangka
waktu 60 hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.”

Bank yang telah mendapat izin konvers, wajib menyelesaikan seluruh hak
dan kewagjiban konvensional paling lambat 360 ( tiga ratus enam puluh) hari sgjak
tanggal izin konversi. Bank yang telah mendapat izin konvers, wajib mencantumkan
secara jelas kata “ Syariah” sesudah kata "Bank” pada penulisan namanya, dan bank
dilarang mengubah kembali kegiatan usaha menjadi konvensional. 1zin konvers
berlaku sgjak tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar atau pendirian oleh
intansi berwenang atau berlaku sgjak tanggal pendaftaran akta perubahan anggaran
dasar dalam daftar perusahaan, jika perubahan anggaran dasar tidak memerlukan
persetujuan instansi berwenang.®*

Sebelum melakukan konversi, investor bisa melakukan akuisisi terhadap
bank umum konvensional yang ada. Akusis terjadi jika pembelian saham bank yang

diakuisis mengakibatkan beralihnya Pengendalian bank kepada pihak pengakuisis,

L | bid.
% 1bid., ps. 3.
% bid., ps. 17.

% |bid.
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yaitu jika menjadi kurang 25% dari modal disetor bank atau kurang dari 25% namun
menentukan pengelolaan/kebijakan bank. Izin akuisisi diberikan apabila memenuhi
persyaratan.”:
1. memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bank yang
akan diakuisis;
2. pihak pengakuisis memenuhi persyaratan sebagai pemilik bank sesuai
dengan ketentuan Bank Indonesia;
3. jikabank yang diakuisisi terdaftar dipasar modal, wajib memenuhi ketentuan
pasar modal mengenai penawaran tender dan keterbukaan informasi

pemegang saham tertentu.

2.3.3 Pemisahan (Spin off) Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Konvensional
Menjadi Bank Umum Syariah
Bank Indonesia mengeluarkan PBI No. 11/10/PBI/2009 mengenal
pengaturan Pemisahan Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Konvensional untuk
menjadi Bank Umum Syariah. Bank Umum Konvensional bisa melakukan pemisahan
Unit Usaha Syariah yang telah ada dengan peraturan tersebut. Pasal 40 dalam
peraturan tersebut menyebutkan bahwa:
(1)Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah wajib
memisahkan Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah apabila:
a. Nilai aset Unit Usaha Syariah telah mencapa 50% (lima puluh persen)
dari total nilai aset Bank Umum Konvensional induknya; atau
b. Paling lambat 15 (lima belas) tahun sgjak berlakunya Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
(2 Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah dapat
memisahkan Unit Usaha Syariah sebelum terpenuhinya kondisi sebagaimana
yang dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan sebagaimana

diatur dalam Peraturan Bank Indonesiaini.

% | bid.
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Pemisahan Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Konvensional hanya dapat
dilakukan dengan seizin dari Bank Indonesia®™® Bank Umum Syariah yang akan
didirikan melalui proses menyediakan modal disetor pendirian Bank Umum Syariah
hasil pemisahan ditetapkan paling kurang sebesar Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus
miliar).®” Apabila jumlah moda disetor tidak memenuh ketentuan tersebut, maka
penambahan atas kekurangan modal disetor tersebut harus dilakukan dalam bentuk
tunal dan/atau tanah dan gedung yang akan digunakan untuk operasional Bank
Umum Syariah hasil Pemisahan.®® Modal disetor Bank Umum Syariah hasil
Pemisahan wajib ditingkatkan secara bertahap menjadi paling kurang sebesar Rp
1.000.000.000.000,00 (satu trilyun rupiah) paling lambat 10 (sepuluh) tahun setelah
izin usaha BUS diberikan.”

Pada Pasal 46 pemberian izin pendirian Bank Umum Syariah hasil
Pemisahan dilakukan dalam 2 (dua) tahap:

1. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persigpan pendirian

Bank Umum Syariah hasil Pemisahan; dan

2. izin Usaha, yaitu izin yang diberikan setelah Bank Umum Syariah hasil

Pemisahan siap melakukan kegiatan operasional.

Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
huruf a digjukan oleh Bank Umum Konvensiona yang memiliki Unit Usaha Syariah
disertai dengan antara lain rancangan akta pendirian Bank Umum Syariah hasil
pemisahan, yang memuat paling kurang:

a. namadan tempat kedudukan Bank Umum Syariah hasil pemisahan;
b. kegiatan usaha sebagai Bank Umum Syariah sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

% Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Unit Usaha Syariah, PBI No.
11/10/PBI/2009, LN No. 55, TLN No. 4992, ps. 45 ayat (1).

7 1bid., ps. 45 ayat (2).
% bid., ps. 45 ayat (3).

% bid., ps. 45 ayat (2).
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c. modal disetor paling kurang sebesar Rp 500.000.000.000.00 (lima ratus
milyar rupiah);

d. kententuan syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta hal lain
yang menyangkut Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS sesua dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. ketentuan pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan
anggota DPS dengan memperoleh persetujuan Bank Indonesia terlebih
dahulu;

f. ketentuan rapat umum pemegang saham Bank Umum Syariah yang
menetapkan tugas manajemen, remuneras Dewan Komisaris dan Direks,
laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukan dan biaya jasa akuntan
publik, penggunasan laba, dan hal-ha lainnya yang ditetapkan dalam
ketentuan Bank Indonesia; dan

g. ketentuan rapat umum pemegang saham yang harus dipimpin oleh Presiden

Komisaris dan Komisaris Utama

Kemudian Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah
yang mengajukan permohonan persetujuan prinsip, harus memberikan penjelasan
mengenal  keseluruhan rencana pendirian Bank Umum Syariah hasil Pemisahan.
Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan
prinsip diberikan, Bank Umum Konvensional yang telah mendapat 1zin Prinsip belum
mengajukan lzin Usaha hasil Pemisahan, maka persetujuan prinsip yang telah
diberikan menjadi tidak berlaku.’® Bank Umum Konvensional memiliki Unit Usaha
Syariah wajib mengumumkan rencana pengalihan hak dan kewajiban Unit Usaha
Syariah dalam surat kabar yang memiliki peredaran nasional paling lambat10
(sepuluh) hari sejak tanggal persetujuan prinsip diberikan.'®*

190 hid., ps. 48 ayat (1)

191 1hid., ps. 48 ayat (2)
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Pengalihan hak dan kewajiban Unit Usaha Syariah hanya dapat dilakukan
apabila 1zin Usaha Bank Umum Syariah hasil Pemisahan telah diberikan.’® Pasal 49
mengatur mengenai permohonan |zin Usaha Bank Umum Syariah hasil Pemisahan
Unit Usaha Syariah digjukan oleh Bank Umum Konvensiona yang telah memperoleh
persetujuan prinsip disertai dengan antara lain akta pendirian Bank Umum Syariah
hasil Pemisahan. Bank Umum Syariah hasil Pemisahan wajib melakukan kegiatan
usaha paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal izin usaha diberikan.

Pelaksanaan kegiatan usaha wajib dilaporkan paling lambat 10 (sepuluh) hari
setelah tangga pelaksanaan. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Bank Umum Syariah hasil Pemisahan belum melakukan kegiatan usaha,
maka izin usaha yang telah diberikan ditinjau kembali. Dalam hal 1zin Usaha Bank
Umum Syariah hasil Pemisahan dibatalkan, maka seluruh kewgjiban Unit Usaha
Syariah wajib diselesaikan olen Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit
Usaha Syariah paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1zin Usaha Bank
Umum Syariah hasil pemisahan dibatalkan.'® Kemudian Bank Umum Konvensional
yang memiliki Unit Usaha Syariah wajib mengajukan permohonan pencabutan izin
usaha Unit Usaha Syariah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hak dan kewajiban
Unit Usaha Syariah dialihkan kepada Bank Umum Syariah hasil Pemisahan.®

102 | hid., ps .48 ayat (3)
193 1 hid., ps. 50.

0% 1pid., ps. 51.
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BAB 3

PENDIRIAN BANK UMUM SYARIAH

3.1 Prosedur Konverss Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum
Syariah

Pada saat pelaksanaan perubahan kegiatan usaha Bank DEF dari Bank
Umum Konvensiona menjadi Bank Umum Syariah, perubahan itu mengacu pada
Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagai mana
telah diubah dengan PBI Nomor 9/7/PBI/2007 tanggal 4 Me 2007, teknis
pelaksanaan dari ketentuan dalam PBI tersebut diatur dalam Surat Edaran Bank
Indonesia Nomor 8/8/DPbS tanggal 1 maret 2006. Namun saat ini PBI tersebut telah
dicabut oleh PBI Nomor 11/15/PBI/2009 tanggal 29 april 2009 tentang Perubahan
Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi bank Syariah, teknis
pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No 11/24/DPbS tanggal
29 September 2009.

Berdasarkan Pasal 2 sampai Pasal 10 PBI Nomor 8/3/PBI1/2006 sebagaimana
telah diubah dengan PBI Nomor 9/7/PBI1/2007, prosedur perubahan kegiatan usaha
bank umum konvensional menjadi bank syariah adalah:

1. Pencantuman dalam Rencana Bisnis Bank

Bank hanya dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi Bank yang
mel aksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan izin dari Gubernur
Bank Indonesia. Rencana perubahan kegiatan usaha tersebut wajib dicantumkan

dalam Rencana Bisnis Bank.
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2. Permohonan |zin Perubahan K egiatan Usaha.

Permohonan izin perubahan kegiatan usaha digjukan oleh Bank kepada
Gubernur bank Indonesia dan wajib disertai dengan:

a anggaran dasar Bank;
b. rancangan akta perubahan anggaran dasar yang paling kurang memuat:
1) nama dan tempat kedudukan;

2) penegasan bahwa Bank melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan
Prinsip Syariah;

3) permodalan; dalam hal terjadi perubahan
4) kepemilikan; dalam hal terjadi perubahan

5) wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan Direks serta Dewan

Komisaris, dalam hal terjadi perubahan

6) penempatan Dewan Pengawas Syariah dan tugas-tugasnya yang telah
disetujui oleh rapat umum pemegang saham dibuat dihadapkan notaris
dalam bahasa Indonesia

C. notulen rapat umum pemegang saham,
d. data berupa:

1) daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing
kepemilikan saham bagi Bank yang berbentuk hukum Perseroan
Terbatas/Perusahaan Daerah;

2) daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan
simpanan wajib, serta daftar hibah bagi Bank yang berbentuk hukum
Koperasi; dalam hal terjadi perubahan kepemilikan.
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Dalam hal daftar calon pemegang saham atau daftar calon anggota adalah

perorangan wajib disertai:
(d)pasfoto 1 (satu) bulan terakir ukuran 4 x 6 cm;

(b)fotokopi tanda pengenal yang dapat berupa Kartu Tanda Penduduk
(KTP) atau paspor;

(c)yriwayat hidup;
(d)contoh tanda tangan dan paréf;

(e)fotokopi kartu izin menetap sementara (KIMS) dan fotokopi surat

izin bekerjadari instansi berwenang, bagi warga negara asing;

(f) surat pernyataan dari calon Pemegang Saham Pengendali yang
menyatakan kesedian untuk mengatas kesulitan permodalan
maupun likuiditas yang dihadapi bank dalam menjalinkan kegiatan
usahanya; dan

(g)surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan
tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya,
tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana
kejahatan dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanks untuk
dilarang menjadi pemilik, pemilik dengan kepemilikan diatas 10%
(sepuluh perseratus), dan atau Pemegang Saham Pengendali dari
Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Penilaian Kemampuan
dan Kepatuhan (Fit and Proper Test) yang ditetapkan oleh Bank

Indonesig;

Dalam hal daftar calon pemegang saham atau daftar calon anggota adalah

badan hukum wajib disertai dengan:

(a)akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar berikut

perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi
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berwenang termasuk bagi hukum asing sesuai dengan ketentuan
yang berlaku di negaraasal badan hukum tersebut;

(b)dokumen sebagai berikut:
i. pasfoto 1(satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;

li. fotokopi tanda pengenal yang dapat berupa Kartu Tanda
Penduduk (KTP) atau paspor;

iii.riwayat hidup;
iv. contoh tanda tangan dan paraf

v. fotokopi Kkartu izin menetap sementara (KIMS) dan fotokopi
surat izin bekerja dari instans berwenang di negara asal bagi

badan hukum asing;

(c)daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing
kepemilikan sahambagi badan hukum Perseroan Terbatas/
Perusahaan Daerah, atau daftar anggota berikut rincian jumlah
simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi hukum

Koperasi;

(d)laporan keuangan badan hukum yang telah diaudit oleh akuntan
publik dengan posisi paling lama 6 (enam) bulan sebelum tangga

pengajuan permohonan persetujuan prinsip.

(e)seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan bank dan
badan hukum pemilik bank sampai dengan pemilik terakhir; kecuali
bagi Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah; dan

(f)surat pernyataan dari calon Pemegang Saham Pengendali yang
menyatakan kesedian untuk mengatas kesulitan permodalan

maupun likuiditas yang dihadapi Bank dalam menjalankan kegiatan
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usahanya, kecuali bagi Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah
Daerah.

e. Daftar calon anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas
Syariah disertai dengan:

1) pasfoto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;

2) fotokopi tanda pengenal yang dapat berupa Kartu Tanda Penduduk
(KTP) atau paspor;

3) riwayat hidup;
4) contoh tanda tangan dan paraf;

5) fotokopi kartu izin menetap sementara (KIMS) dan fotokopi surat izin

bekerja dari instans berwenang, bagi warga negara asing;

6) surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan
tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya,
tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana
kgahatan dan tidak sedang dalam mas pengenaan sanks untuk
dilarang menjadi pengurus bank sebagaimana diatur dalam ketentuan
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia;

7) surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan
tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang
saham, anggota Direks atau Komisaris yang dinyatakan bersalah
menyebapkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan
pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan

permohonan.
8) surat keterangan atau bukti tertulis dari Bank tempat bekerja

sebelumnya mengenai pengalaman operasional dibidang perbankan
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syariah yang pernah diikuti bagi calon anggota dewan komisaris yang
telah berpengalaman;

9) surat keterangan dari lembaga pendidikan mengenai pendidikan

10)

11)

12)

13)

perbankan syariah yang pernah diikuti bagi calon anggota Direksi atau

bagi calon anggota Dewan Komisaris yang belum berpengalaman;

surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris bahwa yang
bersangkutan tidek merangkap jabatan melebihi  ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia tentang
Pelaksanaan Good Corporate Governance yang berlaku bagi Bank
yang melaksanakan K egiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak
merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, Komisaris, atau Pejabat
Eksekutif pada Bank, perusahan dan atau lembaga lain sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Good
Corporate Governance yang berlaku bagi bank yang melaksanakan
K egiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;

surat pernyataan dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris bahwa
yang bersangkutan tidak mempunya hubungan keluarga dengan
mayoritas anggota Dewan KomisarigDewan Direks sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Good
Corporate Governance yang berlaku bagi bank yang melaksanakan
Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;

surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan baik
secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham
melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada

suatu perusahaan lain;
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14) surat pernyataan dari anggota Dewan Pengawas Syariah bahwa yang
bersangkutan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan rangkap
jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang
bank umum yang melaksankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip

syariah.
f. rencanastruktur organisasi, dan susunan personalia;
g. rencanabisnis Bank untuk tahun pertama yang paling kurang memuat:

1) studi kelayakan mengenal peluang pasar perbankan syariah dan potensi

ekonomi yang disertai dengan data pendukung;

2) rencana kegiatan yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana
serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam

mewujudkan rencana dimaksud; dan

3) proyeksi neraca, laporan labarugi dan laporan arus kas bulanan selama
12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak Bank melakukan kegiatan
operasional berdasarkan kegiatan operasiona berdasarkan prinsip

syariah;
h. rencana strategis jangka menengah dan panjang (Corporate plan);

i. pedoman managemen risiko, rencana sistem pengendaian intern, rencana

sistem teknologi informasi yang digunakan, dan skala kewenangan;
j. sistem dan prosedur kerja;

k. rencana penyelesaian seluruh hak dan kewagjiban Bank terhadap nasabah
yang tidak bersedia menjadi nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah.

|. bukti kesiapan operasional paling kurang berupa:

1) daftar aktivatetap dan inventaris,
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2) bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa gedung kantor;
3) foto gedung kantor dan tata letak ruangan

4) contoh formulir/warkat yang akan digunakan untuk operasiona Bank;

dan

5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan
(TDP);

3) Persetujuan Bank Indonesia

Sebelum Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan terhadap

permohonan izin perubahan kegiatan usaha (yang diberikan paling lambat dalam

jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara

lengkap), Bank yang mengajukan permohonan wajib melakukan presentasi kepada

Bank Indonesia mengenai keseluruhan rencana dan Bank Indonesia mel akukan:

a. Penélitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;

b.

Analis yang mencakup antara lain tingkat persaingan yang sehat antar Bank
yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau tingkat
kegienuhan jumlah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan
prinsip syariah atau tingkat kejenuhan jumlah Bank yang melaksanakan
kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pemerataan kegiatan
ekonomi; dan

Wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota
Dewan Komisaris, calon anggota Direksi dan calon Dewan Pengawas
Syariah;

Dalam hal perubahan anggaran dasar Bank memerlukan persetujuan dari

instansi berwenang, permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar kepada

instans

berwenang digjukan bersamaan dengan pengajuan izin perubahan kegiatan

usaha dan izin perubahan kegiatan usaha berlaku sejak:
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a. Tangga persetujuan perubahan anggaran dasar atau akta pendirian termasuk

anggaran dasar oleh instansi berwenang.

b. Tanggal pendaftaran akta perubahan anggaran dasar dalam daftar
peruhsahaan apabila perubahan anggaran dasar tidak memerlukan

persetujuan instansi yang berwenang.
4) Kewajiban bagi Bank Setelah Perolehan 1zin Perubahan Kegiatan Usaha

Bank yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha dari Gubernur

Bank Indonesiawajib:

a. Melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah paling lambat
(enam puluh) hari sgak perubahan kegiatan usaha diberlakukan.
Pelaksanaan perubahan kegiatan usaha tersebut wajib dilaporkan oleh
Direksi bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari
setelah tangga dimulainya pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan
prinsip syariah. Apabila setelah jangka waktu tersebut belum
melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maka izin
perubahan kegiatan usahayang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

b. Menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban debitur dan kreditur dari
kegiatan usaha secara konvensional paling lambat 360 (tiga ratus enam
puluh) hari sgjak tanggal surat izin perubahan kegiatan usaha dikeluarkan.
Dalam rangka penyelesaian seluruh hak dan kewajiban debitur secara
langsung dan atau melalui media massa. Berdasarkan permohonan Bank,
Bank Indonesia dapat memperpanjang jangka waktu 360 (tiga ratus enam
puluh) hari untuk tujuan penyelesaian aktiva produktif Bank. Permohonan
perpanjangan jangka waktu tersebut digjukan paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu 360 (tiga ratus enam
puluh) disertai dengan alasan perpanjangan jangka waktu dan bukti-bukti

pendukung.
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c. Bank yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha dari Gubernur
Bank Indonesia wajib mencantumkan secara jelas kata “ Syariah” sesudah

kata“Bank” pada penulisan namanya.

5) Larangan bagi Bank yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha dari

Gubernur Bank Indonesia:

a. melakukan kegiatan usaha secara konvensional, kecuali dalam rangka
penyelesaian transaksi-transaks dalam rangka menyel esaikan seluruh hak
dan kewagjiban debitur dan kreditur dari kegiatan usaha secara

konvensional.

b. mengubah kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah menjadi kegiatan

usaha secara konvensional.

3.1.2 Perbandingan PBI Nomor 8/3/PBI/2006 sebagaimana diubah dengan PBI
Nomor 9/7/PBI1/2007 dengan PBI Nomor 11/PBI1/2009.

Beberapa hal tambahan yang diatur dalam PBI Nomor 11/PBI/2009 adal ah:

1. Kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat dapat diubah menjadi Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

2. Adanya kewgjiban pemenuhan minimal permodalan sebaga saah satu
syarat perubahan kegiatan usaha yaitu:

i. memiliki rasio Kecukupan Penyediaan Modal Minimum (KPMM)
paling kurang 8% (del apan perseratus)

ii. memiliki modal inti paling kurang Rp 100 milyar rupiah

3. Kewagjiban untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan

ketentuan yang berlaku
4. Kewagjiban pencantuman logo iB pada formulir, warkat, produk, kantor dan

jaringan kantor Bank Syariah.
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5. Kewagjiban untuk pelaporan kepada Bank Indonesia paling lambat 10
(sepuluh) hari sgjak pelaksanaan perubahan kegiatan usaha sebagaimana
diatur dalam PBI sebelumnya, Bank juga diwajibkan untuk mengumumkan
rencana pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah kepada
masyarakat paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal pel aksanaan.

6. Kewagjiban penyelesaian hak dan kewajiban kepada pihak ketiga paling
lambat 1 tahun sgjak tanggal izin perubahan kegiatan (sebelumnya 360 hari)

7. Permohonan kepada Bank Indonesia tentang perpanjangan jangka waktu
penyelesaian hak dan kewajiban kepada debitur dan kreditur hanya
dimungkinkan jika penyelesaian hak dan kewajiban dari kegiatan usaha
secara konvensional disebabkan oleh hal-hal yang tidak dapat dihindari

(force majeur) atau pertimbangan lain yang dapat diterima.
3.2 Prosedur Pemisahan Unit Usaha Syariah

Ketentuan mengenal pemisahan bisa ditemukan dalam Undang-Undang
Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 32 pemisahan usaha
dari satu bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Selanjutnya Bank Umum Konvensional yang telah memiliki
nilai aset mencapai 50% atau 15 tahun sgjak berlakunya Undang-Undang ini, maka
Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah. Ketentuan lebih teknisnya
diatur dalam PBI Nomor. 11/10/PBI1/2009 dan dalam Surat Edaran Bank Indonesia
kepada Semua Unit Usaha Syariah tangga 5 October 20009.

Selain ketentuan tersebut juga pemisahan badan hukum perbankan juga
diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
dalam ketentuan Pemisahan.
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3.2.1. Tata Cara Pemisahan dalam Undang-Undang Nomor. 40 tahun 2007
Pemisahan dapat dilakukan dengan cara:
1. Pemisahan murni

Adalah pemisahan yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan
beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang menerima
peralihan dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut berakhir karena

hukum.
2. Pemisahan tidak murni

Pemisahan tidak murni adalah pemisahan yang mengakibatkan sebagian aktiva
dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau
lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan
tersebut tetap ada.

K etentuan Pemisahan:

1. Perbuatan hukum Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan Perseroan,
pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan, kreditor dan mitra usaha lainnya

dari Perseroan; dan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

2. Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai
Pemisahan hanya boleh menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
62 Undang-undang Perseroan Terbatas yaitu bahwa setigp pemegang saham
berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar
apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan
pemegang saham atau Perseroan, berupa perubahan anggaran dasar, pengalihan
atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima
puluh persen) kekayaan bersih Perseroan, Penggabungan, Peleburan,
Pengambilalihan, atau Pemisahan.
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3. Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud angka 2 tidak menghentikan proses
pel aksanaan Pemisahan.

4. Keputusan Pemisahan harus melalui keputusan RUPS.

Keputusan RUPS mengenai Pemisahan sah apabila diambil sesuai dengan

ketentuan Pasal 86 ayat (5), ayat (6), (7), (8), dan (9), Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89

yaitu:

. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

. Dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit % (tiga perempat)

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili
dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit % (tiga
perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran
dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan

pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada huruf ii tidak
tercapai, dapat diadakan RUPS kedua.

iv. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling

sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh
paling sedikit % (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan,
kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan

tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroan dapat memohon
kepada ketuan pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat
kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum
untuk RUPS ketiga.
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vi.

Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah
dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan
dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan

negeri.

vii. Penetapan ketua pengadialn negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) bersifat fina dan mempunyai kekuatan hukum
tetap.

viii. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling

iX.

lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan.

RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang

mendahuluinya dilangsungkan.

5. Pengumuman Rancangan Pemisahan

Direksi Perseroan yang akan melakukan Pemisahan wajib mengumumkan
ringkasan rancangan paling sedikit daam 1 (satu) Surat Kabar dan
mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan
melakukan Pengambilalihan atau Pemisahan dalam jangka waktu paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

. Pengumuman tersebut memuat juga pemberitahuan bahwa pihak yang

berkepentingan dapat memperoleh Rancangan Pemidahan di kantor
Perseroan terhitung sgak tanggal pengumuman sampa tangga RUPS
diselenggarakan.

Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu
paing lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman mengenai
Pemisahan sesuali dengan rancangan tersebut. Apabila dalam jangka waktu
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tersebut kreditor tidak mengajukan keberatan,kreditor dianggap menyetujui
Pemisahan.

iv.Dalam hal keberatan kreditor sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS
tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, keberatan tersebut harus disampaikan
dadam RUPS guna mendapat penyelesaian. Selama penyelesain belum
tercapai, Pemisahan tidak dapat dilaksanakan.

6. Rancangan Pemisahan yang telah disetujui RUPS dituangkan kedalam akta
Pemisahan yang dibuat dihadapkan notaris dalam bahasa Indonesia.

7. Penyampaian Pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan anggaran dasar.
8. Daftar Perseroan dan Pengumuman
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selanjutnya akan:

a. memuat data Perseroan kedalam Daftar Perseroan pada tanggal yang bersamaan
dengan tanggal penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang
tidak memerlukan persetujuan atau tanggal anggaran dasar yang tidak
memerlukan persetujuan atau tanggal penerimaan pemberitahuna perubahan
data Perseroan yang bukan merupakan perubahan anggaran dasar. Daftar

Perseroan tersebut terbuka untuk umum.

b. mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia akta
perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri,
dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung segjak tanggal
diterbitkannya Keputusan Menteri atau sgjak diterimanya pemberitahuan.
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3.2.2 Proses Pemisahan Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah Baru
dalam PBI Nomor.11/10/PBI1/2009

Berdasarkan Pasal 40 PBI Nomor. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha
Syariah pemisahan Unit Usaha Syariah Dari Bank Umum Konvensional menyatakan:

(1) Bank Umum Konvensional yang memilliki Unit Usaha Syariah wagjib
memisahkan Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah apabila:

(@) nilai aset Unit Usaha Syariah telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari

total nilai aset Bank Umum Konvensional induknya; atau

(b)paling lambat 15 (lima belas) tahun sgjak berlakunya Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

(2) Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah dapat
memisahkan Unit Usaha Syariah sebelum terpenuhinya kondisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Bank Indonesiaiini.

Dalam pasal 41 dinyatakan bahwa Pemisahan Unit Usaha Syariah dari Bank
Umum Konvensional sebagai mana dimaksud dalam Pasal 40 dapat dilakukan dengan

cara:
a. Mendirikan Bank Umum Syariah baru; atau

b. Mengalihkan hak dan kewagjiban Unit Usaha Syariah kepada Bank
Umum Syariah yang telah ada.
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Pemberian izin pendirian Bank Umum Syariah hasil Pemisahan dilakukan
dalam 2 (dua) tahap:

1. Persetujuan prinsip,

Persetujuan Prinsip adalah persetujuan untuk melakukan persigpan pendirian
Bank Umum Syariah hasil pemisahan. Permohonan persetujuan prinsip tersebut
digjukan oleh Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah
disertai dengan antara lain rancangan akta pendirian Bank Umum Syariah hasil

pemisahan, yang memuat paling kurang:
a) Namadan tempat kedudukan Bank Umum Syariah hasil spin off;

b) Kegiatan usaha sebagai Bank Umum Syariah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c) Modal disetor paling kurang sebesar Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus
milyar rupiah);

d) Ketentuan syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta hal lain
yang menyangkut Dewan Komisaris, Direks, dan Dewan Pengawas Syariah
(selanjutnya disebut DPS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

e) Ketentuan pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direks, dan
anggota DPS dengan memperoleh persetujuan Bank Indonesia terlebih
dahulu;

f) Ketentuan rapat umum pemegang saham Bank Umum Syariah yang
menetapkan tugas managemen, remunerasi Dewan Komisaris, anggota
Direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukan dan biaya jasa
akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam

ketentuan Bank Indonesia; dan
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g) Ketentuan rapat umum pemegang saham yang harus dipimpin oleh Presiden

Komisaris atau Komisaris Utama.

Kemudian Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah
yang mengajukan permohonan persetujuan prinsip, harus memberikan
penjelasan mengenai keseluruhan rencana pendirian Bank Umum Syariah
hasi| pemisahan. Permohonan persetujuan prinsip tersebut digjukan dengan
format surat yang diatur melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor.
11/28/DPbS perihal Unit Usaha Syariah yang ditujukan kepada semua Unit
Ussha Syariah di seluruh Indonesia'® Penggjuan persetujuan prinsip

106

tersebut didukung dengan dokumen sebagai berikut:

a. akta pemdirian atau rancangan akta pendirian badan hukum Perseroan
Terbatas (PT), termasuk anggaran dasar atau rancangan anggaran dasar

yang paling kurang memuat:

1) namadan tempat kedudukan;

2) kegiatan usaha Bank Umum Syariah;
3) modal;

4) kepemilikan

5) aturan tentang pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota
Direksi, dan anggota DPS yang harus memperoleh persetujuan Bank
Indonesia terlebiih dahulu;

105 Terbitnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI1/2009 tanggal 19 Maret 2009
tentang Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik |ndonesia Tahun 2009 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4992), maka perlu diatur lebih lanjut peraturan
pelaksanaan mengenai Unit Usaha Syariah. SEBI No. 11/28/DPbs, paragraf pertama

106 grat Edaran bank Indonesia Nomor. 11/28/DPbs.
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6) mengenai jumlah, kewenangan, tanggung jawab, tugas dan
persyaratan lainnya Dewan Komisaris, dan Direksi, dan DPS yang

harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) aturan mengena tentang rapat umum pemegang saham yang
menetapkan bahwa tugas manajemen, renumerasi dewan Komisaris
dan Direksl, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukan dan
biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnyayang

harus sesual dengan ketentuan Bank Indonesia; dan

8) aturan mengenal rapat umum pemegang saham yang harus dipimpin

oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.

b. Daftar calon pemegang saham berikut rincian kepemilikan masing-

masing:

1) dalam ha calon pemegang saham adalah perorangan maka harus
dilampiri dokumen sebagai berikut:

a) pasfoto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;

b) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor yang

masih berlaku;
) riwayat hidup (curriculum vitae):

d) surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah
melakukan tindakan fraud (penipuan, penggelapan, dan/atau
kecurangan) di bidang perbankan, keuangan, dan usaha
lainnya, serta tidak pernah dihukum karena terbukti
melakukan tindak pidana kejahatan.

€) Dalam ha calon pemegang saham perorangan sebagai PSP

maka harus dilampiri tambahan dokumen sebagai berikut:
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i. surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang
bersangkutan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak
pernah menjadi pemegang saham, anggota Dewan
Komisaris, atau anggota Direksi dari perseroan dan/atau
pengurus dari badan hukum lainnya yang dinyatakan
bersalah sehingga menyebapkan suatu perseroan dan/atau
badan hukum lainnya dinyatakan pailit berdasarkan
penetapan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;

ii. surat pernyataan pribadi yang menyatakan bersedia untuk
mengatasi kesulitan modal maupun likuiditas Bank Umum
Syariah,

iii. surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak memiliki
hutang bermasalah; dan

iv. daftar kekayaan dan sumber pendapatan serta jumlah
hutang yang dimiliki sesuai dengan laporan pajak tahun
terakhir.

2) Apabila calon pemegang saham adalah badan hukum maka harus
dilampiri dokumen sebagai berikut:

a) akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar
berikut  perubahan-perubahan  yang telah  mendapat
pengesahan dari instansi berwenang:

b) dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1) huruf a)

sampai huruf d) dari:
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i. masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota
Direks dalam hal bentuk badan hukum adalah Perseroan
Terbatas; atau

ii. masing-masing anggota pengurus dalam hal bentuk badan

hukum selain Perseroan Terbatas;

C) persetujuan dari otoritas yang berwenang di negara asal bagi

badan hukum asing;

d) daftar pemegang saham dan jumlah nominal kepemilikannya;

e) laporan keuangan badan hukum yang telah diaudit oleh

f)

akuntan publik dengan posisi paling lama 6 (enam) bulan
sebelum tanggal penggjuan permodalan  permohonan
persetujuan prinsip. Apabila badan hukum tersebut mash
dalam proses audit maka laporan keuangan yang disampaikan
adalah laporan keuangan anudited 1 (satu) tahun sebelumnya

dan laporan keuangan unaudited bulan terakhir;

dalam hal calon pemegang saham badan hukum sebaga PSP
maka harus dilampiri tambahan dokumen sebagai berikut:

I. informas mengenai pemegang saham badan hukum
sampal dengan penanggung jawab terakhir (ultimate
shareholders);

ii. surat pernyataan pribadi dari:

(1) masing-masing anggota Dewan Komisaris dan
anggota Direks dari badan hukum dimaksud dalam
hal bentuk badan hukumnya adalah Perseroan
Terbatas; atau
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(2)

masing-masing anggota pengurus dari badan hukum
dimaksud dalam hal bentuk badan hukumnya
Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa
masing-masing tidak pernah dinyatakan pailit atau
tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota
Dewan Komisaris, atau anggota Direks dari
perseroan dan/atau pengurus dari badan hukum
lainnya yang dinyatakan bersalah sebingga
menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan hukum
lannya dinyatakan pailit berdasarkan penetapan
pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;

iii.surat pernyataan yang menyatakan bahwa badan hukum
tersebut bersedia untuk mengatasi kesulitan modal maupun

likuiditas Bank Umum Syariah yang ditandatangani oleh

anggota direksi atau pengurus yang berwenang mewakili

badan hukum yang bersangkutan. Apabila Bank Umum

Syariah merupakan bagian dari kelompok usaha yang
dimiliki oleh suatu badan hukum, maka surat pernyataan
dimaksud harus ditandatangani pula oleh penanggung
jawab terakhir dari badan hukum tersebut (ultimate
shareholders);

iv.surat pernyataan bahwa badan hukum tidak memiliki
hutang yang bermasalah, yang ditandatangani oleh anggota

Direksi atau pengurus dari  badan hukum yang

bersangkutan; dan

v. proyeks laporan keuangan untuk jangka waktu paling
kurang 3 (tiga) tahun. Apabila
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3) Apabila caon pemegang saham adalah pemerintah pusat atau
pemerintah daerah, maka harus dilampiri dokumen sebagai berikut:

a) Surat keterangan yang mencantumkan nama peabat yang

berwenang mewakili pemerintah;

b) Dokumen sebagaimana dimaksud pada butir b.1) huruf @) dan
huruf b) dari pgabat yang berwenang;

c) Dokumen yang menyebutkan mengenai sumber dana untuk

setoran modal dalam rangka pendirian Bank Umum Syariah; dan

d) Dalam hal calon pemegang saham pemerintah sebagal PSP maka
harus dilampiri tambahan dokumen yaitu surat pernyataan dari
peabat yang berwenang yang menyatakan bahwa pemerintah
bersedia untuk mengaatasi kesulitan modal maupun likuiditas
Bank Umum Syariah.

c. Daftar calon anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota
DPS disertai dengan dokumen berikut:

1) pasfoto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;

2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor yang mash
berlaku;

3) riwayat hidup (curriculum vitae)

4) surat pernyataan pribadi dari masing-masing calon yang menyatakan
bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan fraud (penipuan,
penggelapan, dan/atau kecurangan) di bidang perbankan, keuangan,
dan bidang usaha lainnya, atau tidak pernah dihukum karena
melakukan tindak pidana kejahatan;
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5)

6)

7)

8)

9)

surat pernyataan pribadi dari masing-masing calon yang menyatakan
bahwa yang bersangkutan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak
pernah menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau
anggota Direksi dari perseroan dan/atau pengurus badan hukum
lainnya yang dinyatakan bersalah menyebapkan suatu perseroan
dan/atau badan hukum lainnya dinyatakan pailit berdasarkan
penetapan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir

sebelum tanggal pengajuan permohonan;

surat pernyataan pribadi dari masing-masing calon anggota Dewan
Komisaris dan anggota Direksi yang menyatakan bawah masing-

masing tidak memilki hutang yang bermasalah;

surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan atau
pelatihan dan/atau lembaga sertifikasi bahwa calon anggota Dewan
Komisaris atau anggota Direksi pernah mengikuti pendidikan atau

pelatihan, sesuai dengan persyaratan kompetens;

surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan pelatihan
dan/atau dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
mengenal pendidikan dan/atau pelatihan di bidang syariah mu’amalah
dan dibidang perbankan dan/atau keuangan secara umum yang pernah
diikuti calon anggota DPS;

surat pernyataan dari masing-masing calon anggota Dewan
Komisaris, calon anggota Direks dan calon anggota DPS bahwa yang
bersangkutan tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Bank Indonesia mengena Bank Umum
Syariah;

10) surat pernyataan dari masing-masing calon anggota Dewan Komisaris

dan calon anggota Direks bahwa yang bersangkutan memiliki atau
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tidak memiliki hubungan keluarga dengan calon anggota Dewan
Komisaris dan/atau calon anggota Direks lainnya sesuai dengan
ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan tata kelola peruhaan

yang baik (Good Cor porate Governance);

11) surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan baik
secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham
melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada
perusahaan lain; dan

12)surat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama
Indonesia bagi calon anggota DPS.

. rencana struktur organisasi dan nama-nama calon Pejabat Eksekutif;
. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi;
. rencana bisnis (business plan) yang paling kurang memuat:

1) rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpun dan penyaluran

dana serta strategi pencapainnya; dan

2) proyeksi neraca bulanan dan laporan laba rugi kumulatif bulanan,
selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak Bank Umum Syariah
beroperasi;

. rencana korporasi (corporate plan) berupa rencana strategis jangka
menengah dan jangka panjang dalam rangka mencapa tujuan Bank
Umum Syariah;

. pedomanan manajemen risiko termasuk pedoman risk control system,
rencana sistem pengendalian intern, rencana sistem teknologi informasi
yang digunakan, dan pedoman mengenai pelaksanaan tata kelola

perusahaan yang banik (Good Cor porate Governance);
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i. sistem dan prosedur kerja yang lengkap dan komprehensif yang
digunakan dalam kegiatan operasional Bank Umum Syariah;

. surat pernyataan dari calon pemegang saham non bank (apabila terdapat
calon pemegang saham selain Bank Umum Konvensional) bahwa sumber
dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan Bank Umum Syariah
tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk
apapun dari bank dan/atau pihak lain dan/atau tidak berasal dari dan
untuk tujuan pencucian uang (money laundering). Apabila calon
pemegang saham Bank Umum Syariah berbentuk badan hukum, maka
surat pernyataan ditandatangani oleh pengurus yang berwenang mewakili

badan hukum yang bersangkutan;

k. surat pernyataan dari calon PSP untuk mengupayakan peningkatan modal
disetor Bank Umum Syariah secara bertahap menjadi paling kurang
sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dalam waktu paling
lambat 10 (sepuluh) tahun sejak izin usaha Bank Umum Syariah

diberikan;

I. neraca proforma Bank Umum Syariah sesuai dengan Standar Akuntansi

Keuangan yang berlaku;

m.neraca intern Unit Usaha Syariah posis bulan terakhir sebelum
permohonan izin prinsip pendirian Bank Umum Syariah yang
ditandatangani oleh Direktur Unit Usaha Syariah;

n. statusKCS, KCPS dan KK S dari Unit Usaha Syariah; dan

0. rancangan akta Pemisahan Unit Usaha Syariah dari Bank Umum

Konvensional.
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2. Permohonan |zin Usaha

Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung segjak tangga
persetujuan prinsip diberikan, Bank Umum Konvensional yang telah mendapat izin
prinsip belum mengajukan 1zin Usaha Bank Umum Syariah hasil spin off, maka
persetujuan prinsip yang telah diberikan menjadi tidak berlaku.’®” Bank Umum
Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah wajib mengumumkan rencana
pengalihan hak dan kewajiban Unit Usaha Syariah dalam surat kabar yang memiliki
peredaran nasional paling lambat 10 (sepuluh) hari sgjak tanggal persetujuan prinsip

diberikan.'®
3. Pengalihan hak dan kewajiban

Pengalihan hak dan kewajiban Unit Usaha Syariah hanya dapat dilakukan
apabila 1zin Usaha Bank Umum Syariah hasil spin off telah diberikan. Permohonan
Izin Usaha Bank Umum Syariah hasil spin off Unit Usaha Syariah digjukan oleh
Bank Umum Konvensional yang telah memperoleh persetujuan prinsip disertai

dengan antara lain akta pendirian Bank Umum Syariah hasil spin off.'®

Setelah mendapatkan izin usaha, Bank Umum Syariah hasil spin off wajib
melakukan kegiatan usaha paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sgjak tanggal
Izin Usaha diberikan™°. Pelaksanaan kegiatan usaha wajib dilaporkan paling lambat
10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan.* Apabila dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Umum Syariah hasil spin off belum
melakukan kegiatan usaha, maka Izin Usaha ditinjau kembali.*'* Dalam ha Izin

97 1bid, ps. 48 ayat (1).
1% 1hid, ps. 48 ayat (2)
19 1hid, ps. 48 ayat (3)
19 hid, ps. 50 ayat (1)

1 1hid, ps 50 ayat (2)
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Usaha Bank Umum Syariah hasil spin off dibatalkan, maka seluruh kewajiban Unit
Usaha Syariah wajib diselesaikan oleh Bank Umum Konvensional yang memiliki
Unit Usaha Syariah paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1zin Usaha
Bank Umum Syariah hasil spin off dibatalkan. **3

4. Pencabutan 1zin Usaha Unit Usaha Syariah

Kemudian Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah
wajib mengajukan permohonan pencabutan Izin Usaha paling lambat 10 (sepuluh)
hari setelah hak dan kewajiban Unit Usaha Syariah dialihkan kepada Bank Umum
Syariah hasil spin off.

12 1pid, ps 50 ayat (3)

13 pid, ps. 50 ayat (4)
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BAB 4

ANALISISPERBANDINGAN PENDIRIAN BANK SYARIAH ABC DENGAN
PENDIRIAN BANK SYARIAH XYZ

4.1 ProsesPendirian Bank Syariah ABC
4.1.1 Sgjarah Bank ABC

Pendirian Bank Syariah ABC tidak bisa dilepaskan dengan sejarah PT Bank
ABC (Persero) Tbk. Pada awalnya Bank ABC didirikan di Purworkerto, Jawa Tengah
oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama Hulp-en Spaarbank der Inladsche
Bestuurs Ambtenaren atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang
berkebangsaan Indonesia (Pribumi). Berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang
kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran Bank ABC.*

Pada periode setelah kemerdekaan Republik Indonesia, berdasarkan
Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa Bank ABC adalah
sebagal Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Adanya situasi perang
mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan Bank ABC sempat terhenti
untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada
tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank ABC Serikat. Pada waktu itu melalui
PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang
merupakan peleburan dari Bank ABC, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche
Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9
tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani
dan Nelayan.

114 Ratna Ayu Sabrina Stamboel, “ Analisis Spin Off (Pemisahan Tidak Murni) Perbankan:
Studi Kasus Rencana Spin Off Unit usaha Syariah Bank rakyat Indonesia’, (Skripsi Program Sarjana
fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok 2008), hal. 63.
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Setel ah berjalan selama satu bulan keluar Penpres No.17 tahun 1965 tentang
pembentukan Bank Tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan
baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BTN)
diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit |1 bidang Rural, sedangkan

NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit 11 bidang Ekspor Impor (Exim).

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang
Pokok Perbankan dan Undang-undang No.13 tahun 1968 tentang Undang-undang
Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank
Sentral dan Bank Negara Unit Il Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-
masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor
Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan
kembali tugas-tugas pokok Bank ABC sebagai Bank Umum. Sejak 1 Agustus 1992
berdasarkan Undang-undang perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah
RI No. 21 tahun 1992 status Bank ABC berubah menjadi PT. Bank ABC (Persero)
yang kepemilikannya 100% di tangan Pemerintah.

Saat ini Bank ABC mempunyal Unit Kerjayang berjumlah 4.447 buah, yang
terdiri dari 1 Kantor Pusat Bank ABC, 12 Kantor Wilayah, 12 Kantor Inspeksi/SPI,
170 Kantor Cabang (Dalam Negeri), 145 Kantor Cabang Pembantu, 1 Kantor Cabang
Khusus, 1 New York Agency, 1 Caymand Island Agency, 1 Kantor Perwakilan
Hongkong, 40 Kantor Kas Bayar, 6 Kantor Mobil Bank, 193 P.POINT, 3.075 ABC
UNIT dan 375 Pos Pelayanan Desa. Per posiss 31 Desember 2008, Bank ABC
memiliki Unit Usaha Syariah dengan 45 Kantor Cabang Stariah dengan total asset
Rp.261,2 milyar.*

M3 History” http://www.bri.go.id/web/id/about us diunduh 1 Desember 2010.
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4.1.2 Sgjarah Bank Syariah ABC

Bank DEF adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan
hukum dan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia yang
berkedudukan hukum di Jakarta.*'®

DEF merupakan Bank Umum Non Devisa dengan total aktiva per Desember
2007 (audited) sebesar Rp. 261, 2 Miliar. Bank DEF memiliki jaringan 12 kantor
yang terdiri dari atas 4 kantor Cabang termasuk Kantor Pusat, 6 Kantor Cabang
Pembantu, dan 2 Kantor Kas yang fokus melayani nasabah UMKM.*’

DEF berdiri pada tahun 1969 dan pada tanggal 27 Maret namanya diubah
menjadi PT Bank Panas Internasional. Pada tanggal 26 Juni 2003 namanya diubah
menjadi PT. Bank DEF. DEF berkedudukan hukum di Jakarta dan berkantor pusat di
Jalan Wahid Hasyim No. 228, Jakarta 10250.'8

DEF telah diakusis oleh Bank ABC, pada tangga 19 Desember 2007
berdasarkan Akta Akuisisi tertanggal 19 Desember 2007, diikuti dengan perolehan
ijin dari Bank Indonesia untuk mengubah kegiatan usaha DEF dari Bank Umum
Konvensional menjadi Bank Umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan
prinsip syariah pada tanggal 16 Oktober 2008, maka lahirlah PT. Bank Syariah ABC
pada tanggal 17 November 2008.*%°

118 Ringkasan Pemisahan Dalam Rangka Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat
Indonesia ( Persero) Thk “(rancangan pemisahan),”.

17 1bid.

118 1hid.

19« Akta Akuisisi Nomor 61 tanggal 19 Desember 2007 salinan Akta Akusisi Bank X”
1204 Sejarah Bank Syariah X,

http://www.brisyariah.co.id/index.php?option=comcontent& view=article& id=& Itemid=4, diunduh 1
Desember 2010.
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Nama Bank Syariah ABC dipilih untuk menggambarkan secara langsung
hubungan Bank dengan PT. Bank ABC (Persero) Tbk, yang merupakan salah satu
bank terbesar di Indonesia. Bank Syariah ABC merupakan anak perusahaan dari
Bank ABC yang akan melayani kebutuhan perbankan masyarakat Indonesia dengan
menggunakan prinsip-prinsip syariah.’?’. Kemudian Unit Usaha Syarish yang
dimiliki oleh Bank ABC dipisahkan dari Bank ABC kemudian seluruh hak dan
kewajiban diserahkan ke Bank Syariah ABC.

4.1.3 Proses Akuisisi DEF oleh Bank ABC

Berdasarkan data yang diperoleh dari Tesis yang ditulis oleh Fenti Ari
Damayanti, **proses Akusisi dimulai dengan Usulan Rancangan Akuisisi hingga
ditandatanganinya Akta Akusisi. Sebelum diakuisisi dibuat Jadwal dan Perkiraan
Jangka Waktu Pengambilalihan.'®

Tabel. 4.1 Perkiraan Jadwal Akuisis

No. Kegiatan Waktu Pelaksanaan

1. | Pengumuman Ringkasan Rancangan Akusisi | 30 Juli 2007
pada surat kabar Republika, Bisnis Indonesia dan

Pikiran Rakyat

2. | Batas waktu pengajuan keberatan dari para | 8 Agustus 2007
kreditur Bank.

3. | Panggilan RUPSLB Bank 15 Agustus 2007

4. | Pemberitahuan kepada karyawan Bank mengenai | 21 Agustus 2007
Akuisis

5. | Panggilan RUSPLB Pihak yang mengakuisisi 21 Agustus 2007

2lhttp:/iwww.bri syariah.co.id/i ndex.php?option=comcontent& view=article& id=& | temi d=4di
unduh 1 Desember 2010.

122 Fenti Ari Damayanti, “ Tinjauan Hukum Atas Proses Pendirian PT Bank BRI Syariah
(Akusisi, Konversi, dan Spin-off), “( Tesis Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan
Universitas Indonesia, Depok, 2010), hal. 100.

123« Akta Akuisisi Nomor 61"
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6. | RUPSLB Bank 30 Agustus 2007

7. | Penyerahan Dokumen Penilaian Kemapuan dan | 3 September 2007
Kepatutan (Fit and Proper Test) ke Bank
Indonesia

8. | Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank | 5 September 2007
ABC

9. | Pengguan Permohonan lzin Akusis dan | 6 September 2007
Persetujuan Mengenal Rencana Penyertaan
Modal ke Bank Indonesia

10. | Perkiraan Persetujuan dari Bank Indonesia atas | 19 September 2007
Akuisisi Bank

11. | Perkiraan penyelesaian pembayaran sehubungan | 20 September 2007
dengan Perjanjian Jual Beli Saham

12. | Perkiraan Penandatanganan Akta Akusis 20 September 2007

Proses Akusisi terjadi dengan urutan kejadian sebagai berikut:

1

124

Direkss Bank ABC membuat usulan rancangan Akuisis dan telah
mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Bank ABC pada
tanggal 28 Juni 2007 dan 23 Agustus 2007.

Bank ABC dan pemegang saham Bank DEF menandatangani Perjanjian
Pengikatan Jual Beli Saham (PPJB) dimana disepakati bahwa saham-
saham yang dimiliki pemegang saham ABC akan diambilaih oleh Bank
ABC dan Bank ABC berhak untuk menunjuk pihak lain untuk
memperolen sebagian dari saham-saham tersebut yaitu Yayasan
K esgjahteraan Pekerja Bank ABC sebanyak 1 (satu saham).

Berdasarkan Usulan Rancangan Akusisi pada angka 1 tersebut diatas,
Direkss Bank ABC dan Direks DEF secara bersama-sama telah
menyusun Rancangan Akuisisi padatanggal 30 Juli 2007.

124 Fenti Ari Damayanti, op.cit.hal. 100.
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4. Rancangan Akusisi dan Konsep Akusisi disetujui oleh:

a) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa DEF tertanggal 30 Agustus
2007 sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat
tertanggal 30 Agustus nomor 50, dibuat dihadapkan Notaris Tendy
Suwarman, Sarjana Hukum.

b) Rapat Umum Pemegang Saham Bank ABC sebagaimana ternyata
daam Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham
tertanggal 5 September 2007 nomor 3, dibuat dihadapkan Notaris Imas
Fatimah, Sarjana Hukum.

. Bank Indonesia menyetujui akuisisi saham-saham dan menyatakan Bank

ABC lulus uji kemapuan dan kepatutan sesuai surat Bank Indonesia
tertanggal 18 Desember 2007 Nomor 9/188/GBI/DPIP/Rahasia.

6. Akta Akuisisi ditandatangani oleh Bank ABC dan Pemegang Saham DEF

dengan disaksikan oleh Direksi DEF pada tanggal 19 Desember 2007
nomor 61, dibuat dihadapkan Notaris Imah Fatimah, Sarjana Hukum,
dengan latar belakang atau alasan Akuisis yaitu:

a) Bank ABC sebagai pihak yang mengakuisis melihat peluang dan
potensi untuk mengembangkan bisnis perbankan syariah melalui upaya
pemisahan Unit Usaha Syariah. Dari hasil kajian, cara terbaik yang
sebaiknya dilakukan adalah mengakuisis Bank Konvensiona
berukuran kecil, dan kemudian mengonversinya menjadi Bank Umum
Syariah. Selain dapat mempercepat proses juga membutuhkan dana
relatif kecil jika dibandingkan mendirikan Bank baru. Selain itu, Bank
ABC mempunyai kekuatan di Bidang Usaha Mikro Kecil dan
Menengah, dan oleh karenanya berencana akan tetap fokus terhadap
skala usaha tersebut-seperti yang dilakukan Bank ABC selama ini.
Perbedaannya adalah sistem perbankan yang akan dijalankan, Bank
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yang semula bergerak dibidang perbankan konvensional akan diubah
prinsip kegiatan usahanya menjadi sistem perbankan syariah.'?
b) Pihak yang diakuisisi:

Menyikapi perkembangan perbankan yang sangat pesat dengan segala
kompleksitas permasalahan dan tingkat persaingan yang demikian
ketat, Bank menyadari perlunya untuk memperkuat posisinya di dunia
perbankan Indonesia dan sekaligus memanfaatkan momentum potensi
pertumbuhan yang ada. Oleh karenanya Bank menyambut dengan baik
tawaran Bank ABC sebagai investor strategis. Hal ini merupakan
sebuah langkah maju bagi Bank untuk semakin meningkatkan kinerja
dan permodalan sesua dengan kerangka Arsitektur Perbankan

Indonesia.*?

Kemudian Rancangan Akuisisi dan Konsep Akuisisi disetujui oleh RUPS
Luar Biasa DEF dan RUPS Luar Biasa Bank ABC. Bank Indonesia menyetujui
akuisis saham-saham dan menyatakan Bank ABC lulus uji kemampuan dan
kepatutan sesuai surat Bank Indonesia Nomor 9/188/GBI/DPIP/Rahasia.

4.1.4 Perubahan Kegiatan Usaha DEF dari Bank Umum

Konvensional menjadi Bank Syariah
1. Permohonan 1zin Perubahan Kegiatan Usaha

Direkss DEF dan Bank ABC masing-masing melalui surat nomor
175/V1/08/KP/DIR tangga 25 Juni 2008 dan Bank ABC (persero) sebagal pemegang
saham pengendali ABC dengan surat terakhir Nomor R.303-UUS/10/2008 tanggal 10
Oktober 2008 telah mengajukan permohonan 1zin Perubahan Kegiatan Usaha bagi

125 Akta Akusisi oleh Bank X tanggal 19 Desember 2007 Nomor 61

126 « Akta Akuisisi oleh Bank X”, op.cit.
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DEF dari Bank Umum Konvensiona menjadi Bank Umum yang melaksanakan

kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah kepada Bank Indonesia.**’

Untuk memenuhi persyaratan izin perubahan dari Bank Indonesia maka
dilakukanlah Perubahan Anggaran Dasar yang terdapat dalam Akta Nomor 45, antara

lain:

1. perubahan nama PT DEF menjadi PT Bank Syariah ABC.

2. perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagal
Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip
Syariah.

3. dalam permodalan telah terjadi perubahan, yaitu meningkatkan Modal
Dasar semula Rp. 50 milyar menjadi Rp. 500 milyar. Peningkatan Modal
Disetor Rp. 40 milyar menjadi Rp. 110 milyar.

4. dalam hal kepemilikan juga terjadi perubahan dalam kepemilikan saham
Bank ABC menguasai sgjumlah 219.999.000 saham dan Yayasan
Kesgateraan Karyawan Bank ABC sgjumlah 1.000 (seribu) saham.

5. telah terjadi perubahan dalam manajemen, yaitu mengganti Direksi dan

Dewan Komisaris yang baru.'?®

2. Persetujuan Bank Indonesia

Kemudian atas permohonan itu, Bank Indonesa memberikan I1zin
berdasarkan Keputusan Nomor: 10/67/KEP.GBI/DpG/2008 tentang Pemberian 1zin
Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Y ang
Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah PT Bank Syariah ABC
tanggal 16 Oktober 2008. Persetujuan ini diberikan karena salah satu syaratnya sudah
terpenuhi yaitu ABC telah mengubah Anggaran Dasar dengan Anggaran Dasar
Nomor 57 tanggal 13 Agustus 2008 yang telah disahkan oleh Keputusan Menteri

127 sglinan K eputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 10/67/K EP.GBI/DpG/2008.

128 |bid, op.cit, hal. 103
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Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-71478.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 9
Oktober yang mana DEF telah diubah namanya menjadi Bank Syariah ABC.

3. Kewajiban Bagi Bank Setelah Perolehan 1zin Perubahan Kegiatan Usaha

Dalam pasal 8 ayat (1) PBI Nomor 8/3/PBI1/2006 sebagaimana telah diubah
PBI Nomor 9/7/PBI/2007 bahwa Bank yang telah mendapat izin perubahan kegiatan
usaha wajib menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban debitur dan kreditur dari
kegiatan usaha secara konvensional paling lambat 360 (tiga ratus enam puluh) hari
sgjak tanggal lzin Perubahan kegiatan usaha dikeluarkan. Maka sgjak Surat
Keputusan Nomor 16/67/KEP.GBI/DpG/2008 dikeluarkan yaitu tanggal 16 Oktober
maka Bank Syariah ABC harus melaksanakan konvers atas seluruh aktiva dan
pasiva yang sebelumnya menggunakan akad konvensional menjadi aktiva dan pasiva
yang menggunakan akad syariah paling lama 360 (tiga ratus enam puluh) hari.
Konvers akad konvensional ini bersamaan dengan penggantian nama perseroan dari
PT DEF menjadi PT Bank Syariah ABC, kemudian dilakukan juga perubahan semua
dokumen admisitrasi perijinan, domisili, pgak serta dokumen-dokumen terkait

lainnya, termasuk dokumen perkreditan.

Bank ABC membuat aturan sendiri dalam pelaksanaan konversi dengan
tetap mendasarkan konversi ini dengan Prinsip Syariah yang intinya mengatur hal-hal
sebagai berikut:*

a. Terkait dengan Perubahan Nama Perseroan
1) bank harus menyampaikan kepada pihak-pihak terkait atau yang
berkepentingan, baik institusi, nasabah maupun pihak lainnya yang
memiliki hak dan kewagjiban terhadap DEF tentang perubahan nama
badan hukum dan pengalihan hak serta kewajibannya.
2) penyampaian hak dan kewgjiban sebagaimana dimaksud angka 1 (satu)
diatas dilakukan dengan cara pengumuman melalui media masa dan

129 | hid, hal. 104
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atau pengiriman surat atau pemberitahuan tertulis secara langsung
kepada pihak terkait.
b. Terkait Konversi Hak dan Kewajiban Nasabah
1) Kebijakan Umum Konvers Asset (Pinjaman) dan Liabilities

(Pendanaan)

a) nasabah adalah sadah satu pihak yang berkepentingan terhadap
Bank, dan nasabah yang dimaksud adalah seluruh nasabah deposan
pinjaman dengan kolektibilitas lancar maupun non lancar yang
masih kooperatif dan dapat dihubungi Bank.

b) untuk memenuhi asas publisitas dan persetujuan, maka Bank harus
mengirimkan surat pemberitahuan dan persetujuan atas konvers
hak dan kewajiban nasabah pada Bank.

C) surat pemberitahuan dan permintaan persetujuan konversi harus
telah dikirimkan pada nasabah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum
tanggal efektif konvers.

d) permohonan persetujuan konvers dapat bersifat konfirmasi positif
dan konfirmasi negatif.

€) dalam hal konfirmasi negatif, setelah surat dikirimkan dan dalam
waktu yang ditetapkan sgjak tangga pengiriman, Bank tidak
menerima tanggapan tertulis atas keberatan nasabah, maka nasabah
dianggap setuju atas konversi hak dan kewajibannya pada Bank.

f) dalam hal konfirmasi positif, Bank tidak akan melakukan konversi
hak dan kewgjiban nasabah jika persetujuan tertulis dari nasabah
belum diterima Bank.

g) dalam hal nasabah keberatan atas konversi hak dan kewajibannya
melalui pernyataan Kketidakbersediaan atau berkeberatan, maka
Bank akan:

(Dmemutuskan fasilitas kredit atau pembiayaan Bank kepada
nasabah dan menyelesaikan hak dan kewagjiban nasabah kepada
Bank.
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(2)memberikan tenggat waktu penyelesaian namun tidak lagi
memperpanjang fasilitas bank dan menyelesaikan hak dan
kewgjibannya dengan jangka waktu jatuh tempo hubungan
hukum tersebut tidak lebih dari 360 (tiga ratus enam puluh) hari
kalender sgjak Tanggal Efektif konvers.

h) berkaitan dengan huruf ( g ) diatas, dapat dimungkinkan Bank untuk
membantu nasabah dengan mencari lembaga keuangan lain yang akan
bersedia mengambil alih hak dan kewajiban nasabah.

2) Kebijakan Umum Konversi Aset Pinjaman

a) pemberitahuan dan permohonan persetujuan konvers hak dan
kewgjiban nasabah pinjaman konsumer atau komersial bersifat
konfirmasi positif.

b) dalam ha nasabah bersedia dan menghendaki pinjamannya
dikonversi secara langsung (pada hari efektif pertama konvers
bank) atau menunggu sampai dengan batas waktu tertentu, maka
pada saat pinjaman nasabah dikonvers, kewajiban nasabah akan
determinasi (dihentikan) dan dihitung ulang sampai posisi terminasi
secara proporsional, selanjutnya nasabah harus menandatangani
perjanjian pembiayaan syariah berikut perjanjian-perjanjian lainnya.

¢) dalam hal nasabah tidak bersedia melakukan konversi dengan Bank
dan menghendaki perjanjian kreditnya berakhir sebelum jatuh
tempo, Bank akan menghitung seluruh kewajiban nasabah sampai
dengan terminasi secara proporsiona serta biaya-biaya yang ada
sesual dengan ketentuan yang berlaku saat ini dan nasabah diminta
melunasi atau mengalihkan hak dan kewajibannya.

d) dalam hal nasabah tidak bersedia melakukan konversi dengan Bank,
namun meminta waktu untuk melunasi atau mengalihkan
kewajibannya, maka Bank dapat memberi waktu transisi dengan
batas waktu 360 (tiga ratus enam puluh) hari sgjak tanggal konversi
efektif, sementara itu nasabah membayar kewagjiban pada Bank
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sampai terjadi pelunanasan. Sebelum batas waktu tersebut berakhir,
kewgjiban nabah harus sudah dilunas atau diambil aih oleh

lembaga keuangan lain.

€) dalam hal pinjaman yang diberikan merupakan kerja sama dengan

f)

pihak ketiga (implant, Chanelling, Joint Financing, dan lainnya),
maka segala perikatan, perjanjian yang terkait dengan pinjaman
yang diberikan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

pada hari pertama konversi, pinjaman konsumer dan komersial akan
dicatat sebaga “Asset Konvensiona dalam Penyelesaian’.
Konversi hanya akan dilakukan setelah Bank mendapat persetujuan
dari nasabah, bailk menggunakan mekanisme konfirmas positif
maupun negatif. Pencatatan ini sampai batas waktu transis
maksimum 360 (tiga ratus enam puluh) hari sgjak Tanggal Efektif

konversi Bank.

g) setelah 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal izin konvers

oleh Bank Indonesia, yaitu sgjak tanggal 16 Oktober 2008 sampai
dengan 16 Oktober 2009, maka sudah tidak ada lagi pinjaman
konsumer atau komersial konvensional dalam portofolio Bank
Syariah
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Tabel 4.2

Matriks Konvers Aset/Pinjaman.

Kredit di Bank DEF

Pembiayaan Bank Syariah ABC

Pinjaman Rekening Koran
(PRK)

1.

Dikonversi ke “Pembiayaan Musyarakah
iB”

Take Over ke “PRK Bank ABC
Konvensional atau Bank lain”

Rekening dilunasi nasabah

Pinjaman Tetap Angsuran (PTA)

Dikonversi ke “Pembiayaan Murabahah
iB (KPR, KKB, KMG)"

Take Over ke Bank ABC Konvensional
atau Bank lain

Rekening dilunasi nasabah

Pinjaman Tetap (PT) — Modal

Kerja

1. Dikonvers ke “Pembiayaan Musyarakah

4.

iB”

Dikonversi ke “Pembiayaan Murabahah
iB” jika untuk pembelian barang atau
stok atau Kredit Investas Usaha

Take Over ke Bank ABC Konvensional
atau Bank lain

Rekening dilunasi nasabah

Sumber: Fenti Ari Damayanti, “ Tinjauan Hukum Atas Proses Pendirian PT bank
BRI Syariah (Akuisisi, Konversi, dan Spin-off), “( Tesis Fakultas Hukum
Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2010), hal. 90.
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3) Kebijakan Umum Konversi Liabilities (Pendanaan)

a) pemberitahuan dan permohonan persetujuan konversi sistem
pendanaan dari sitem bunga menjadi sistem secara syariah bersifat
konfirmasi positif.

b) dalam hal nasabah bersedia untuk melakukan konversi dengan Bank
dan menghendaki dana dikonversi secara langsung atau menunggu
sampa dengan batas waktu tertentu, maka pada saat dana nasabah
dikonversi, kewgjiban Bank terhadapa penempatan dana nasabah
didasarkan sistem Wadi’ah (bonus) dan sistem Mudharabah (bagi
hasil). Khusus untuk konfirmasi positif maka nasabah harus
menandatangani  formulir pembukaan rekening disertai akad dan
formulir CIF (Costumer Information File) sedangkan untuk konfirmasi
negatif tidak diperlukan penanda tangan formulir maupun akad.

¢) dalam hal nasabah tidak bersedia melakukan konversi dengan Bank
dan menghendaki penutupan rekening, Bank akan menghitung seluruh
kewajiban Bank kepada nasabah.

d) setelah menerima konfirmasi positif atau setelah batas tanggal yang
disepakati dalam konfirmasi negatif maka seluruh rekening tabungan
dikonverss menjadi Tabungan Mudhrabah iB dan giro dikonvers
menjadi Giro Wadi’ah iB.

€) khusus untuk penempatan deposito diperhitungkan sebagal periode
penempatan terakhir dan wajib dilakukan konfirmas atas
perpanjangan.

f) untuk deposito dengan klausul ARO setelah dilakukan konfirmasi, bila
diperpanjang akan diperlakukan sebagai Deposito Mudharabah.

g) sementara bilatidak diperpanjang akan segera dicairkan dan kewajiban
bank terhadap nasabah segera diselesaikan.

h) untuk deposito tanpa klausul ARO bila diperpanjang harus sebagai
produk Deposito Mudharabah dengan novasi akad.
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i) khusus untuk penabung tidak aktif (tidak ada mutasi selama 6 (enam)
bulan berturut-turut) dengan saldo diatas saldo minimum, maka Bank
akan mengirimkan surat Konfirmasi Negatif, bahwa jika selama 1
(satu) bulan segjak tanggal surat tersebut diterima tidak memberikan
konfirmasi, maka berarti janabah setuju untuk dananya dipindahkan ke
Rekening Pos Sementara Kewajiban Lainnya, kecuali rekening yang
terkait dengan pembiayaan

j) setelah dana nasabah tersebut ada di Pos Sementara Kewajiban
Lainnya maka Bank dapat langsung menggunakan untuk kegiatan
sosial.

K) deposito yang masih berjalan (belum jatuh tempo) akan tetap berjalan
secara konvensional, namun setelah jatuh tempo akan dikonversi ke
deposito syariah bila diperpanjang.

I) selama belum dikonversi, seluruh dana pihak ke-3 akan dicatat sebagai
Liabilities Konvensional Dalam Penyelesaian sampai batas waktu 360
(tigaratus enam puluh) hari sejak Tanggal Efektif konversi.

4) Konversi Pinjaman Bermasalah

a) pada dasarnya dalam waktu maksimal 360 (tiga ratus enam puluh) hari
sgjak Tanggal Efektif konvers Bank, maka pinjaman yang tergolong
bermasalah atau tidak lancar harus dikonverss menjadi pembiayaan
syariah atau dilunas atau diambilalih oleh lembaga keuangan lainnya.

b) pinjaman tidak lancar akan dikonversi menjadi pembiayaan Syariah
yang sesuai dengan skema pembiayaan syariah dan sesua dengan
matriks konverss yang telah ditetapkan bank. Bila mash
memungkinkan sekaligus dilakukan restrukturisasi atau kebijakan lain
yang akan ditetapkan mangjemen Bank.

c) ddam ha pinjaman yang tergolong tidak lancar (bermasalah)
dikonvers menjadi pembiayaan syariah, maka nasabah harus
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menandatangani  perjanjian pembiayaan syariah berikut segala
perjanjian-perjanjian lain yang terkait.

d) ddam hal perubahan dan atau upaya mengkorvens pinjaman ini
menjadi pembiayaan syariah membuat posisi Bank menjadi buruk atau
lebih buruk atau tidak menguntungkan atau mengurangi kewajiban
nasabah yang pada akhirnya dapat merugikan Bank, maka segala
upaya, proses, persetujuan konvers “Pinjaman Tidak Lancar” harus
melalui analisa komprehensif dan mendalam serta memperoleh
persetujuan Komite Pembiayaan sesuai Batas Wewenang Memutus
Pembiayaan untuk Pembiayaan Tidak Lancar.

4.1.5 Pemisahan Unit Usaha Syariah Bank ABC ke dalam Bank Syariah ABC

Hasil Rapat Umum Pemegang Umum Bank ABC tanggal 5 september 2007,
sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Risalah Rapat Pemegang Saham Luar
Biasa menyatakan bahwa setelah dilakukan akuisisi atas ssham DEF maka Bank
ABC akan melakukan pemisahan spin off Unit Usaha Syariah Bank ABC. Dalam
RUPS tersebut telah diambil keputusan untuk menyetujui spin off UUS Bank ABC
dan menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melakukan
semua tindakan sehubungan dengan spin off untuk melakukan penambahan
penyertaan modal sebesar Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dengan
pengawasan oleh Komisaris. Pemisahan tersebut telah dicatat dan didaftarkan pada
Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta di bawah nomor: 066/W/X11/2008
tanggal 19 Desember 2008.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Peraturan Bank Indonesia
yang berlaku saat itu, untuk melakukan Pemisahan ini tidak memerlukan persetujuan
dari Bank Indonesia. Akibat dari Pemisahan ini maka:

a semua Aktiva dan Pasiva Unit Usaha Syariah Bank ABC pada Tanggal
Efektif karena hukum beralih kepada dan menjadi hak/kepunyaan serta

Universitas Indonesia

Analisis perbandingan..., Ronal Balderima, FH Ul, 2011.



84

kewajiban/beban dari dan akan dijalankan oleh dan atas tanggungan Bank
Syariah ABC selaku perseroan yang menerima pemisahan.

b. semua operasi, usaha, kegiatan dan aktivitas kantor Unit Usaha Syariah
Bank ABC karena hukum beraih kepada dan akan dijalankan atau
diusahakan oleh Bank Syariah ABC atas keuntungan, kerugian dan
tanggungan Bank Syariah ABC.

c. semua hak, piutang, wewenang dan kewagjiban Unit Usaha Syariah Bank
ABC berdasarkan perjanjian, tindakan atau peristiwa apapun yang telah ada,
dibuat, dilakukan atau terjadi pada atau sebelum Tanggal Efektif Pemisahan,
termasuk tetapi tidak terbatas pada yang tercatat dalam Daftar Aktiva dan
Pasiva Bank ABC, serta semua hubungan hukum antara Unit Usaha Syariah
Bank ABC dengan pihak lain karena hukum beraih kepada dan akan
dijalankan atau dilaksanakan oleh Bank Syariah ABC atas keuntungan atau
kerugian dan tanggungan Bank ABC Syariah.**

Pemisahan antara Unit usaha Syariah Bank ABC kepada Bank Syariah ABC
berlaku pada dan terhitung segjak Tanggal Efektif Pemisahan.

130 Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah Bank X ke Dalam PT Bank Syariah X, Nomor; 27
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4.2 Segarah Bank XYZ

Pendirian Bank XY Z dilatarbelakangi oleh Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Milik Belanda yang dinasionalisasi. Salah satu perusahaan Belanda yang
dinasionalisasi adalah NV Denis (De Erste Nederlanshe Indische Shareholding)
dinasionalisasikan, yang sebelumnya perusahaan tersebut bergerak di bidang bank
hipotek. Kemudian melalui peraturan pemerintah Nomor 33 tahun 1960 didirikanlah
PD Bank Karya Pembangunan dengan akta notaris Noezar Nomor 152 tanggal 21
Maret 1961. Modal dasar untuk pertama kali berasa dari Kas Daerah sebesar Rp
2.500.000,00."**

Selanjutnya pada tanggal 27 Juni 1972 terjadi pengukuhan sebagai
perusahaan daerah yang usahanya di bidang perbankan. Sebagal Perusahaan Daerah
(PD) Bank Karya tujuan didirikannya tentunya tidak mengutamakan mencari
keuntungan semata-mata, tetapi tujuan utamanya adaah terwujudnya fungs sosial
dari perusahaan itu terhadap lingkungan masyarakat daerah tersebut. Perusahaan
daerah bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan juga
tentunya memupuk pendapatan. Selanjutnya, tanggal 27 Juni 1978, PD Bank Karya
Pembangunan diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah.**

Perubahan berikutnya dalam rangka mengikuti perkembangan perekonomian
dan perbankan, maka berdasarkan Perda Nomor 22 Tahun 1998 dan Akta Pendirian
Nomor 4 Tanggal 8 Apri 1999 berikut Akta Perbaikan Nomor 8 tangga 15 April
1999 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 16 April 1999, bentuk
hukum Bank XY Z diubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas
(PT).133

Blhttp://www.bankjabar.co.id/modul e/article.php? ang=I D& action=preview& id=3& parent_i
d=1; diunduh 1 Desember 2010.

321 pid.

133 | pid.
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4.2.1 Sgjarah Unit Usaha Syariah Bank XYZ

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa layanan
perbankan berlandaskan syariah, maka sesuai dengan izin Bank Indonesia Nomor
2/18/DpG/DPIP tanggal 12 April 2000, Bank XY Z membuka Unit Usaha Syariah dan
menjalankan dual banking system. Bank XYZ adalah Bank Pembangunan Daerah
pertama di Indonesia yang memberikan layanan dual banking system. Pada tahun
2007 Bank XYZ melakukan perubahan nama berdasarkan hasil Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank Pembangunan Daerah tanggal 3
Juli 2007 di Bogor. Bank XY Z yang berkantor pusat di Bandung, memiliki total asset
yang dikelola sebesar Rp 32, 4 triliun berseptember 2009. Pada tanggal 12 April 2000
Unit Usaha Syariah Bank XYZ memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk
beroperasi berdasarkan 1zin Nomor 2/18/DpG/DPIP dan mula beroperasi tanggal 15
April 2009."*

4.2.2 Proses Spin off Unit Usaha Syariah Bank XY Z dari Bank XYZ

Dalam pengumuman ringkasan rancangan pemisahan, Bank XYZ membuat
perkiraan jadwal yang berkaitan dengan pemisahan. Perkiraan jadwal tersebut adalah
sebagai berikut:**

134« pengumuman Atas Ringkasan Rancangan Pemisahan dan Rencana Pengalihan Hak dan
Kewajiban Unit Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Thk Dengan
CaraMendirikan PT Bank XY Z Syariah”, Harian Bisnis Indonesia, Selasa 1 Desember 2009, hal. 24.

13 hid.
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Rancangan Pemisahan UUS Bank XYZ

c. Penyerahan Dokumen Penilaian Kemampuan dan
Kepatutan (Fit and Proper Test) ke Bank

No. Kegiatan Waktu Pelaksanaan
1 Perolehan Persetujuan Prinsip dari Bank Indonesia 25 November 2009
2. Pengumuman Ringkasan Rancangan Pemisahan dan | 1 Desember 2009
Rencana Pengalihan Hak dan Kewgjiban Unit Usaha
Syariah Bank XYZ pada paling sedikit 1 (satu) surat
kabar berperedaran nasiond
3. Batas waktu pengajuan keberatan dari para kreditor | 15 Desember 2009
Bank XYZ
4, Penandatangan Keputusan Sirkuler Para Pemegang | 4 Januari 2010
Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang
Saham Bank XYZ untuk memperoleh persetujuan
atas:
1. Pemisahan Unit Usaha Syariah Bank XY Z.
2. Rancangan Pemisahan.
3. Konsep Akta Pemisahan oleh para pemegang
saham Bank XYZ.
5. Penandatanganan: 12 januari 2010
1. Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah Bank XY Z
2. AktaPendirian Bank Syariah XYZ
6. Pengajuan  permohonan  untuk  memperoleh | 13 Januari 2010
pengesahan Menhukham atas Akta Pendirian Bank
Syariah XYZ
7. a.Pengajuan permohonan lzin Usaha Bank Syariah | Pelaksanaanya akan
XY Z kepada Bank Indonesig; dilakukan dengan
_ ) ) berpedoman pada
b. Penggjuan pencabutan Izin Usaha Unit Usaha| yetentuan perundang-
Syariah Bank XYZ. undangan yang
berlaku
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Indonesia apabila terdapat perubahan susunan
Direksi dan Komisaris Bank Syariah XY Z.

Beberapa tahapan dalam melakukan spin off dari bank induknya, beberapa
tahapan terbebut adalah:

1. Permohonan Persetujuan Prinsip

Berdasarkan data yang diperolen dari Skrips yang ditulis oleh Shely
Selvianah,®*® pada 4 April 2007 RUPS Bank XYZ telah menyetujui atau
mengesahkan pemisahan Unit Usaha Syariah Bank XYZ dari Bank XYZ. RUPS
Bank XYZ pada 25 Maret 2009 telah menyetujui penyertaan moda sebesar Rp
495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima milyar rupiah) kepada Bank Umum
Syariah hasil spin off Unit Usaha Syariah Bank XY Z. Penyertaan modal tersebut
terdiri dari: (1) Pemindahan neraca Unit Usaha Syariah Bank XY Z yang merupakan
bagian dari kekayaan Bank XY Z; dan (2) Penyertaan dalam bentuk tunai.**’

Perusahaan Daerah (PD) XY diikutsertakan dalam penyertaan modal sebesar
Rp 5.000.000,00 (limamiliar rupiah), PD XY disertakan karena kontruksi hukum dari
Bank Umum Syariah yang akan didirikan ini berbentuk PT. Sedangkan PT adalah
perjanjian dan perjanjian harus terdiri dari dua orang atau dua badan hukum. Atas
dasar inilah PD XY diikutsertakan dalam penyertaan modal.

Kemudian dibuatlah Rancangan Pemisahan Unit Usaha Syariah. Pembuatan
Rancangan Pemisahan Unit Usaha Syariah Bank XYZ mengacu pada peraturan

perundangan yang berlaku antara lain:

a. Peraturan yang berhubungan dengan spin off

138 Shely Selvianah, “ Analisis Penerapan Kebijakan Spin Off Unit Usaha Syariah Bank XYZ”
Skripsi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok 2010.

137 « pengumuman Atas Rancangan Pemisahan” op.cit.
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1. Ketentuan tentang pemisahan yang terdapat dalam Undang-undang no. 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Pasa 126 UUPT
dinyatakan:

(1) Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilaihan, atau
Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:

a. perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan
b. kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan; dan
c. masyarakat dan persaingan sehat dan melakukan usaha.

(2) Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS
mengenai penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan
sebagaimana dimaksud pad ayat (1) hanya boleh menggunakan haknya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

(3) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
menghentikan proses Pelaksanaan Penggabungan, Peleburan,
Pengambilalihan, atau Pemisahan.

2. Ketentuan yang terdapat dalam Perbankan Syariah:
a. Undang-undang Nomor 21. Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
b. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit
Usaha Syariah.
3. Ketentuan Ketenagakerjaan, yaitu Undang-undang No. 13 tahun 2003
tentang ketenagakerjaan.
b. Persiapan Spin-off

Dari hasil kajian Bank XYZ dan didukung oleh Batasa Consulting maka
diputuskanlah bahwa Bank XY Z memilih untuk melakukan metode Pemisahan (spin
off) Unit Usaha Syariah dibandingkan dengan metode konversi.*® Menindaklanjuti
hasil kajian tersebut, kemudian Bank XYZ membentuk tim Counterpart spin off
Bank XYZ. Tim terdiri dari Bank XY Z dan beberapa konsultan pendamping seperti

138« Pengumuman Atas Rancangan Pemisahan”, op.cit.
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Batasa Tazkia Consulting ditunjuk sebagai lead consultant, kemudian dibantu juga

oleh konsultan hukum, dan konsultan keuangan.

Setelah itu, Direkss membuat usulan Rancangan Akta Pemisahan. Direks
Bank XYZ menyusun Rancangan Pemisahan, Rencana Pendirian Bank Umum
Syariah hasil Pemisahan, dan Rancangan Akta Pendirian Bank Umum Syariah hasil
Pemisahan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Bank XY Z No. 73/DK/2009 pada
25 Agustus 2009. Rancangan Pemisahan ini dijadikan sebagai salah satu dasar dalam
pembuatan Akta Pemisahan, dan mengacu pada UUPT meski UUPT belum mengatur

secaraterperinci mengenai proses Pemisahan ini.

Unit Usaha Syariah dapat menjadi Bank Umum Syariah setelah mendapat
izin dari Bank Indonesia yang diatur dalam PBI Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit
Usaha Syariah (PBI UUS). PBI UUS ini menjadi dasar hukum dalam melakukan spin
off UUS Bank XYZ. Bank XYZ telah mengajukan permohonan persetujuan prinsip
kepada Bank Indonesia pada 17 Juni 2009 dengan menyertakan Rancangan Akta
Pendirian Bank Umum Syariah hasil spin off. Tata cara mengajukan permohonan
persetujuan prinsip lebih teknisnya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI)
No. 11/28/DPbs perihal UUS sebagai peraturan pelaksana dari PBI UUS. Kemudian
Bank XYZ memperoleh izin prinsip dari Bank Indonesia Nomor.11/6/DPbS pada
tanggal 25 November 2009.**°

2. Pengumuman Ringkasan Rancangan Pemisahan dan Rencana Pengalihan Hak dan
Kewajiban Unit Usaha Syariah Bank XY Z

Tanggal 1 Desember 2009, Bank Y telah mengumumkan Ringkasan
Rancangan Pemisahan dan Rencana Pengalihan Hak dan Kewajiban Unit Usaha
Syariah Bank XYZ disurat kabar nasional di Harian Bisnis Indonesia. Bank XYZ
juga telah melakukan pengumuman secara tertulis kepada pegawai Bank XYZ
sebagai mana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 127 ayat (2) UUPT. BahwaDireks

139 « pengumuman Atas Rancangan Pemisahan”, op.cit.
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perseroan wajib mengumumkan dalam surat kabar nasional dan mengumumkan

secaratertulis kepada karyawan.

Bank XYZ juga telah memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia
Nomor.11/10/PBI/2009 Pasal 48 ayat (2). Pasal tersebut menyatakan tentang
kewajiban untuk mengumumkan rencana pengalihan hak dan kewagjiban dalam surat

kabar berperedaran nasional.
3. Batas waktu pengajuan keberatan dari para kreditor Bank XY Z

Mengenai batas waktu bagi kreditor untuk mengajukan keberatan adalah
selama 14 (empat belas) hari setelah pengumuman sesuai dengan Pasal 127 ayat (4)
UUPT yang berbunyi. Hingga batas waktu yang ditentukan tidak ada kreditor yang
menyatakan keberatannya.

4. Persetujuan RUPS

Kemudian dilakukan Persetujuan RUPS pada 4 januari 2010. RUPS

menghasilkan persetujuan mengenai:

1. Pemisahan Unit Usaha Syariah Bank XYZ
2. Rancangan Pemisahan
3. Konsep Akta Pemisahan

Hasil ini kemudian dituangkan dalam Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah
Bank XYZ dihadapkan Notaris pada tanggal 15-01-2010 sebagaimana ketentuan
Pasal 128 ayat 1 (satu) UUPT, yaitu setelah Rancangan Pemisahan telah disetujui
RUPS maka dituangkan kedal am akta Pemisahan yang dibuat dihadapkan notaris.

5. Penandatanganan Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah dan Akta Pendirian Bank
Umum Syariah.

Penandatanganan Akta Pemisahan dilakukan pada tanggal 15 januari 2010,
Bank XY Z diwakili oleh Direktur Utama PT Bank XY Z dan Direktur Dana dan Jasa
PT Bank XYZ, dan PD XY yang diwakili oleh Direktur Utama dan Direktur
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Pengembangan Usaha dan Investasi. Bank XY Z dan PD XY bertindak sebagai calon
pendiri dari PT Bank Syariah XYZ. Setelah Akta Pemisahan ditandatangani, mulai
berlaku terhitung sejak Tanggal Efektif. Tanggal Efektif adalah saat izin usaha Bank
Umum Syariah hasil Pemisahan telah diberikan.**

6. Pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asas Manusia

Setelah proses spin off telah selesal dilaksanakan dan Akta Pendirian Bank
Umum Syariah hasil spin off telah ditandatangani, maka langkah selanjutnya adalah
pengajuan permohonan untuk memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak
Asas Manusia atas Akta Pendirian Bank Syariah Y. Pada 26 Januari 2010 Akta
Pendirian PT Bank Syariah XY Z mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak
Asas Manusia dengan Nomor. AHU-04317.AH.01.01 Tahun 2010. Dengan
demikian, Bank Syariah XY Z telah menjadi suatu badan hukum.

7. 1zin Usaha

Permohonan izin usaha telah digjukan oleh Bank XYZ pada tangga 11
Februari 2010 kepada Bank Indonesia dengan Nomor. 109/DIR-UUS/2010. Batas
waktu pengajuan izin usaha yang diatur dalam PBI Unit Usaha Syariah pasal 48 ayat
satu memberikan batas waktu selama 6 (enam) bulan setelah izin prinsip dikeluarkan,
kalau melewati batas waktu maka izin prinsip yang telah diberikan dicabut kembali.
Karenatidak melewati batas waktu maka Bank Indonesia pada tanggal 30 April 2010
mengeluarkan |zin Usaha Nomor. 123/KEP.GBI/2010.

8. Pengalihan Hak dan K ewajiban

Sesuai dengan Pasal 48 ayat (3) PBI UUS, pengalihan hak dan kewajiban
Unit Usaha Syariah dilakukan setelah izin usaha diberikan oleh Bank Indonesia

140 ghely Selvianah, op.cit. hal. 69.
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Pengalihan hak dan kewajiban Unit Usaha Syariah Bank XY Z ke Bank Syariah XYZ
dilakukan pada 5 Mei 2010, proses ini dinamakan cut off.

Pada 6 Mei 2010 Bank Syariah XY Z resmi beroperasi yang ditandai dengan
adanya Soft Opening PT Bank Syariah XY Z. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal
50 ayat 1 (satu) PBI UUS bahwa hasil spin off wajib melakukan kegiatan usaha
paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal izin usaha diberikan.'**

9. Pencabutan Izin Usaha Unit Usaha Syariah Bank XY Z

Penggjuan pencabutan izin dengan cara mengagukan surat permohonan
pencabutan 1zin Usaha Unit Usaha Syariah yang ditujukan kepada Bank Indonesia.
Setelah digjukannya surat pencabutan lzin Usaha ini maka Unit UUS Bank XYZ
sudah tidak beroperasi lagi dan kemudian Bank Syariah XYZ sudah terpisah
operasionalnya dengan induknya Bank XY Z dan tunduk kepada peraturan mengenai
Perbankan Syariah.

41 «soft Opening Bank XYZ hasil pemisshan Unit Ussha Syariah Bank XYZ”
http://www.bankjabar.co.id/documents/upload/PRESS REL EASE_SY ARIAH.pdf diunduh 1
Desember 2010.
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[[ Bank XYZ - UUS XYZ \

Spin Off

I

| Bark :rlah XYZ ﬂ

Proses spin Off Unit Usaha Syariah XY Z

4.3 Perbandingan Pendirian Bank Umum Syariah ABC dengan Pendirian
Bank Umum Syariah XYZ.

Pendirian Bank Umum Syariah melalui akuisisi, konversi, dan pemisahan
Unit Usaha Syariah dan spin off (sgja) merupakan dua cara pendirian yang memiliki
karakteristik masing-masing. Kedua cara Pendirian tersebut ditujukan untuk
mencapai kefektifan dalam bisnis perbankan tersebut. Pendirian Bank Syariah ABC
berdasarkan hasil kajian, cara terbaik yang dilakukan adalah mengakuisis Bank
Konvensional berukuran kecil, dan kemudian mengkonversi menjadi Bank Usaha
Syariah. Bank ABC berpandangan, selan dapat mempercepat proses juga
membutuhkan danarelatif kecil jika dibandingkan mendirikan bank baru.**?

Bank XYZ mempunya pandangan dengan pemisahan (spin off) proses
pembentukannya relatif lebih mudah dengan proses yang lebih singkat, tidak perlu
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Universitas Indonesia

Analisis perbandingan..., Ronal Balderima, FH Ul, 2011.



96

melakukan proses konversi sistem perbankan yaitu dari sistem konvensional ke
sistem dengan prinsip syariah, tidak terjadi perbedaan budaya kerja dibandingkan
melakukan akuisisi, tidak ada permasaahan yang menyangkut PHK dengan
karyawan, lebih |eluasa dalam menentukan arah pengembangan ke depan, dan hanya
memerlukan modal usaha yang dibukukan Unit Usaha Syariah (saat itu diperkirakan
lebih dari Rp. 428.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh delapan milyar) ditambah
setoran tunai untuk kekurangannya sehingga setara dengan Rp. 500.000.000.000,00
(limaratus milyar), dan adanilai lebih bagi Bank XY Z.

4.3.1 Persamaan Pendirian Bank Syariah ABC dengan Pendirian Bank Syariah
XYZ

Persamaan bisa dilihat dari syarat pendirian dari Bank Umum Syariah.
Setelah Bank Umum Syariah berdiri maka dalam prakteknya Bank ABC dan Bank
XYZ melakukan tindakan yang sama yaitu melakukan tindakan pemisahan Unit
Usaha Syariah yang sudah beroperasi dan kemudian menggabungkannya dengan
Bank Umum Syariah yang baru terbentuk. Bank ABC saat melakukan pemisahan
UUS ABC dan melakukan penggabungan kedalam Bank Syariah ABC belum ada

pengaturannyadari Bank Indonesia.

Saat Bank XY Z memisahkan UUS XY Z dan kemudian menggabungkannya
kedalam Bank Syariah XY Z tunduk kepada ketentuan PBI Nomor 11/10/PBI1/2009
tentang Unit Usaha Syariah. Kemudian persyaratan yang harus dipenuhi adalah
adanya kewagjiban dari kedua Bank Umum Syariah tersebut untuk melakukan
pengalihan hak dan kewgjiban ke dalam Bank Umum Syariah yang baru. Setelah
Bank melakukan pengalihan hak dan kewgjiban kemudian mengajukan pencabutan
izin usaha Unit Usaha Syariah.

Universitas Indonesia

Analisis perbandingan..., Ronal Balderima, FH Ul, 2011.



97

4.3.2 Perbedaan Pendirian Bank Syariah ABC dengan Pendirian Bank Syariah
XYZ

1. Perbedaan terkait proses

Perbedaan proses pendirian antara Bank Syariah ABC dan Bank Syariah
XYZ adalah Bank Syariah ABC memulai pembentukan Bank Umum Syariah baru
dengan cara mengakuisiss Bank DEF dan kemudian mengkonversi bank umum
konvensional tersebut menjadi Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan
prinsip syariah dan mengganti namanya menjadi Bank Syariah ABC. Kemudian
dalam prakteknya Bank ABC memisahkan Unit Usaha Syariah yang sudah beroperasi
kemudian memasukkannya kedalam Bank Syariah ABC yang baru. Bank XY Z dalam
pendiriannya tidak melakukan akuisisi dan konversi seperti yang dilakukan Bank
ABC tetapi langsung melakukan spin off atau memisahkan Unit Usaha Syariah yang
sudah dimilikinya kemudian membentuk suatu badan hukum baru yaitu Bank Syariah
XYZ. Bank ABC mengajukan izin perubahan kegiatan usaha dari bank umum
konvensiona menjadi Bank Umum Syariah, sedangkan Bank XYZ mengajukan
Persetujuan Prinsip kepada Bank Indonesia. Setelah Bank XYZ memperoleh izin
prinsip kemudian Bank XY Z mengajukan permohonan izin usaha.

Tabel 4.4

Perbedaan Terkait Proses

Pembanding Bank Syariah Bank Syariah
ABC XYZ
Persetujuan Akusis Ada Tidak ada
Permohonan 1zin Perubahan Kegiatan Ada Tidak ada
Usaha
Persetujuan prinsip Tidak ada Ada
Persetujuan | zin Usaha Tidak ada Ada
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2. Perbedaan terkait modal

Sebagai bagian dari Bank Umum, Bank Syariah ABC juga terkena
kewgjiban pemenuhan Modal Inti yang terdiri dari modal disetor dan cadangan
tambahan modal berdasarkan pasal 1 PBI Nomor. 9/16/PB1/2007. Modal Inti sebesar
Rp 80 milyar diakhir 2007 dan wajib ditingkatkan menjadi Rp 100 milyar diakhir
2010. Dalam prakteknya Bank Syariah ABC melakukan perubahan modal yaitu
meningkatkan moda dasar semula Rp 50 milyar menjadi Rp 400 milyar,
meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor dari semula Rp 40 miliyar
menjadi Rp 110 milyar. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor ini salah satunya

adalah untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia.

Untuk permodalan Bank Syariah XYZ, daam PBI Nomor 11/10/2009
tentang Unit Usaha Syariah adanya kewajiban pemenuhan modal minimum KPMM
sebesar 8% dan modal disetor pendirian bank Umum Syariah hasil pemisahan
ditetapkan paling kurang sebesar Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
Kemudian wajib ditingkatkan secara bertahap menjadi paling kurang sebesar Rp
1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling lambat 10 (sepuluh) tahun setelah
izin usaha Bank Umum Syariah diberikan. Bank XY Z Syariah dalam prakteknya
telah melakukan penyertaan modal sebesar Rp 495.000.000.000,00 (empat ratus
sembilan puluh lima miliar rupiah).dan Rp 5 (lima miliar rupiah) dari Perusahaan
Daerah (PD) XY.
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Tabel 4.5

Perbedaan Terkait Modal

Pembanding

Bank Syariah ABC

Bank Syariah XYZ

Modal

Perubahan Moda dari
modal dasar Rp 50 milyar
menjadi Rp 400 milyar,
modal ditempatkan dan
modal disetor dari Rp 40
milyar menjadi Rp 110
milyar.

Modal inti minima Rp
100 milyar diakhir 2010
berdasarkan PBl Nomor
9/16/PBI/2006 tentang
Jumlah Modal Inti
Minimum Bank Umum.

Rp 500 milyar rupiah terdiri
dari Rp 495 penyertaan modal
dari Bank XYZ dan 5 miliar
dari Perusahaan Daerah (PD)
XY

Modal disetor untuk pendirian
minimal Rp
500.000.000.000,00 (lima ratus
milyar rupiah) berdasarkan PBI
Nomor 11/10/PBI/2009 tentang
Unit Usaha Syariah Pasal 45
ayat 2.

3. Perbedaan terkait biaya

Pendirian Bank Umum Syariah melalui metode konversi yang di mulai

dengan kajian internal Bank hingga pendirian Bank dan penyelesaian persoalan hak

dan kewajiban membutuhkan berbagal biaya mulai dari biaya konsultan hukum untuk

akuisis, hingga biaya konverss Bank. Pada prakteknya Bank ABC melakukan

akuisis melibatkan konsultan hukum dengan biaya tertentu dan kemudian biaya

dalam proses konversi. Bank XYZ sebelum melakukan spin off juga melakukan

kajian internal yang melibatkan konsultan bisnis dan konsultan pendukung lainnya,

seperti konsultan keuangan, konsultan hukum, dan juga notaris. Setelah melakukan

kajian maka dalam prakteknya Bank XY Z juga memerlukan biaya untuk pendirian
Bank Umum Syariah XY Z. Ketika dijumlahkan total biaya yang dibutuhkan antara
metode konversi dan metode spin off, terlihat bahwa biaya spin off relatif lebih kecil.
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Perbedaan Terkait Biaya

Pembanding

Bank Syariah ABC

Bank Syariah XYZ

Biaya

Biaya Konsultan relatif sama
kurang lebih Rp 10 milyar.

Biaya Konvers BUK kurang
lebih Rp 5 sampai 10 milyar
(perkiraan nilai penyesuaian
bank  terakuisisi sesuai
ketentuan)

Langsung mengurangi laba
Bank Umum Konvensional
yg dikonversi.

Biaya Konsultan (bisnis,
ui  tuntas, penilaian,
hukum, keuangan, notaris)
kurang lebih Rp 10 milyar.

Biaya Pendirian BUS
kurang lebih Rp 1 milyar
(di luar biaya persiapan

operasional, seperti
jaringan, dan informas
teknologi

Diambil  dari  setoran

Modal Tunai nantinya.

4. Perbedaan terkait produk perbankan

Bank Syariah ABC berdasarkan PBI Nomor 8/3/PBI/2006 sebagamana
telah diubah dengan PBI Nomor 9/7/PBI1/2007 bank wajib menyelesaikan seluruh hak
dan kewajiban debitur dan kreditur dari kegiatan usaha konvensional dalam waktu
360 hari. Dalam prakteknya Bank ABC menyelesaikan pelaksanaan konversi asset

(pinjaman) dan liabiliti (penghimpunan dana) telah menyelesaikan hak dan kewajiban

tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Fenti Ari Damayanti, Financing System and

Procedure Departament pada Bank Syariah ABC proses penyelesaian hak dan

kewgjiban ini sangat membutuhkan banyak perhatian, terutama dalam ha pinjaman

nasabah.
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Bank Syariah XYZ dalam prakteknya karena tidak melakukan akuisisi dan
konversi maka Bank Syariah XY Z tidak memerlukan konversi produk, karena sejak
awal kegiatan usahanya sudah berdasarkan prinsip syariah.

Tabel 4.7

Perbedaan Terkait Konversi Produk

Pembanding Bank Syariah ABC Bank Syariah XYZ
Konversi Produk Perubahan menjadi akad Tidak ada perubahan karena
berdasarkan prinsip sgjak awal sudah
syariah berdasarkan prinsip syariah

5. Perbedaan terkait dasar hukum

Proses akuisiss Bank DEF oleh Bank ABC terjadi daam 2 (dua) masa
Undang-undang Perseroan Terbatas yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 dan
Undang-undang Nomor 40 tahun 2007. Proses Akusist mengacu pada ketentuan yang
terdapat dalam Pasal 1 angka 11, Pasal 87 ayat (1), Pasal 89, Pasal 125-128, pasal
131-132 dan Pasal 134 UUPT. Kemudian proses perubahan kegiatan usaha Bank
DEF menjadi Bank Syariah ABC, PBI yang digunakan adalah Peraturan Bank
Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum
Konvensiona Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh
Bank Umum Konvensional. Saat terjadinya pemisahan Unit Usaha Syarih ke Bank
Syariah ABC mengacu kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena Bank Indonesia belum

mengatur mengenai tata cara pemisahan UUS.
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Bank Syariah XY Z saat melakukan spin off menggunakan ketentuan dalam
Pasal 126 UUPT, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI1/2009 tentang Unit
Usaha Syariah yang menjadi dasar hukum dari pemisahan ini.

Tabel 4.8

Perbedaan Terkait Dasar Hukum

Pembanding

Bank Syariah ABC

Bank Syariah XYZ

Legalitas

UU tentang Perubahan UU
Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan.Nomor 10 Tahun
1998.

Undang-Undang Nomor 40
tahun 2007 tentang Perseroan

Undang-undang nomor 21
tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah Pasal 68.

Undang-Undang Nomor 40
tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas Pasal 126.

Terbatas Pasal 1 angka 11,
Pasal 87 ayat (1), Pasa 89,
Pasal 125-128, pasal 131-132

dan Pasal 134 PBI Nomor 11/10/PBI/2009

tentang Unit Usaha Syariah
PBI Nomor 6/24/PB1/2004

6. Perbedaan terkait sistem Informasi Teknologi, Sumber Daya Manusia dan Jaringan

Praktek proses konversi yang dilakukan oleh Bank ABC, Bank Syariah ABC
tidak serta merta bisa langsung beroperasi karena harus melakukan perubahan dan
penyesuaian mengenai sistem Informasi Teknologi. Hal ini diungkapkan dalam
wawancara dengan Fenti Ari Damayanti*®, Kemudian dalam konversi Bank Syariah
ABC ada migras data yang dilakukan karena adanya perubahan dalam aspek sistem

dan teknologi. Hal ini sangat berpengaruh dalam kelancaran proses konversi yang

3 Hasil wawancara dengan Fenti Ari Damayanti Financing System and Procedure
Departement Head dari PT Bank BRI Syariah, bertempat di Kantor Pusat BRI Syariah, pada 29
Desember 2010, pukul 15.00.
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dilakukan oleh Bank ABC. Dengan konversi ada kemudahan dalam ekspansi bisnis
karena Bank Syariah ABC telah mewaris jaringan Bank DEF dan dapat Iebih cepat
dalam melakukan penetras pasar. Pada Prakteknya mengenal tenaga kerja Bank
Syariah ABC harus melakukan seleksi ulang sehingga ada resiko untuk melakukan
PHK karena tidak semua karyawan eks Bank DEF mempunyai kriteria yang
dibutuhkan oleh Bank Syariah ABC. Tentunya juga ada perubahan budaya kerja dari

karyawan Bank DEF yang juga berpengaruh dalam dalam proses konversi ini.

Dalam metode pemisahan berdasarkan wawancara dengan Bank Syariah
XYZ tidak adanya perubahan aspek sistem dan teknologi dan kemudahan untuk
diadakan sesual dengan yang dibutuhkan karena Bank Syariah XYZ adalah Bank
baru. Bank Syariah XY Z tidak membutuhkan seleksi ulang dan tidak ada resiko PHK
dan juga tidak ada benturan budaya kerja karena bank Umum Syariah XYZ bisa
melakukan rekrutmen karyawan baru tanpa harus mempertimbangkan karyawan lama
seperti yang terjadi dalam Bank Syariah ABC. Mengenai jaringan kantor karena Bank
XYZ sudah mendirikan Unit usaha Syariah sgjak tahun 2000 maka jaringan kantor
yang dimiliki telah cukup kuat untuk menopang ekspansi bisnis Bank Syariah XY Z.

Tabel 4.9

Perbedaan terkait Sistem Informas Teknologi, SDM dan Jaringan

Pembanding Bank Syariah ABC Bank Syariah XYZ
Migras Data Ada Tidak ada
Migrass SDM Ada Tidak ada
Pert_Jbahan Budaya Ada Tidak ada
Kerja
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BAB5
PENUTUP
3.2 Kesimpulan

1. Ketentuan mengena pendirian Bank Umum Syariah melalui metode konvers
diatur dalam PBI Nomor 8/3/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan PBI
Nomor 9/7/PBI1/2007. Prosedur tersebut dimulai dari pencantuman dalam rencana
bisnis Bank, adanya izin perubahan kegiatan usaha, persetujuan dari Bank
Indonesia, kemudian hak dan kewgjiban setelah dilakukannya konversi. Dalam
prakteknya Bank Syariah ABC adalah Bank Umum Syariah yang menerapkan
metode konversi dalam pendiriannya. Pendirian Bank Umum Syariah melalui
metode spin off diatur dalam UU PT dalam ketentuan tentang pemisahan dan PBI
Nomor 10/11/PBI/2009. Proses spin off dalam PBI dilakukan dalam dua tahap,
tahap pertama permohonan izin prinsip dari Bank Indonesia dan permohonan izin
usaha yang dilakukan pengalihan hak dan kewajiban. Dalam prakteknya Bank
Syariah XYZ menggunakan metode spin off dalam pendiriannya dengan
melakukan pemisahan dari Bank induknyayaitu Bank XY Z.

2. Pendirian Bank Syariah ABC melalui metode konversi sebagaimana diatur dalam
PBI Nomor 8/3/PBI/2006 yang telah diubah dengan PBI Nomor 9/7/PBI/2007
telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Pendirian Bank Syariah XYZ melalui
metode spin off yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas dan PBI Nomor 10/11/PBI/2009 juga telah memenuhi
ketentuan yang berlaku.

3. Kedua metode pendirian Bank Umum Syariah tersebut memiliki persamaan dan
perbedaan. Persamaannya bisa dilihat dari ketentuan mengenai syarat pendirian
Bank dan perbedaannya bisa dilihat dari mulai proses pendirian, modal, biaya,
konversi produk, dasar hukum dan perbedaan terkait sistem informasi teknologi,

Sumber Daya Manusia dan juga Jaringan. Dari kedua metode ini dapat di
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simpulkan bahwa metode spin off lebih baik dibandingkan dengan metode

konversi.
5.2. Saran

1. Hendaknya pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) dari
UUPT mengenai spin off, mengingat perkembangan perbankan yang sangat pesat
sedangkan masih ada 23 (dua puluh tiga) Unit Usaha Syariah masih dalam proses
menjadi Bank Umum Syariah. Sehingga dengan adanya PP tersebut semoga
menjadi sebuah pendorong agar Unit Usaha Syariah yang telah ada semakin
termotivasi untuk meningkatkan performanya dengan menjadi Bank Umum
Syariah.

Universitas Indonesia

Analisis perbandingan..., Ronal Balderima, FH Ul, 2011.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Antonio, Muhammad Syafi’i. Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema
Insani Press, 2001.

Ascarya, Diana Yumanita Bank Syariah: Gambaran Umum. Jakarta: Pusat
Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005

Dewi, Gemala. Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian Syariah
Indonesia. Jakarta: Kencana, 2005.

Djumhana, Muhammad. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya
Bakti, 2006

Karim, Adiwarman A. Bank Isam, Analisis Figih dan Keuangan. Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2004.

Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: RadjaGrafindo Persada,
2008.

Nik, Norzul Thani, et al. Law and Practice of Islamic Banking and Finance. Kuala
Lumpur: Petailing Jaya, 2004.

Mamudji, Sri, et al. Metode Penditian dan Penulisan Hukum. Jakarta: Badan
Penerbit Fakultas Hukum Universitas |ndonesia, 2005.

Muhammad. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.Y ogyakarta: UPP AMP YKPN,
2005.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Cet. I11. Jakarta: Ul-Press, 1986.

Sjahdeini, Sutan Remy. Perbankan Iam dan kedudukannya Dalam Tata Hukum
Perbankan Indonesia. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.

Usman, Rachmad. Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia. Bandung: PT
Citra Aditya Bakti, 2002.

Wirdyaningsih., et al. Bank dan Asuransi ISamdi Indonesia. Jakarta: Kencana, 2007.

106 Universitas Indonesia

Analisis perbandingan..., Ronal Balderima, FH Ul, 2011.



107

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang tentang Perbankan. UU No. 7 tahun 1992.LN No.31
Tahun 1992, TLN No0.3472.

Undang-Undang tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang
Perbankan. UU No. 10 Tahun 1998. LN No. 182 Tahun 1998, TLN.N0.3790.

Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. UU No. 40 tahun 2007, LN
N0.106, Tahun1995, TLN No.4756.

Undang-Undang tentang Perbankan Syariah. UU No. 21 tahun 2008, LN
No0.94 tahun 2008, TLN No0.4867.

Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum yang Melaksanakan
Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. PBlI No0.6/24/PBI/2004. LN
No0.122 Tahun 2004, TLN No.4434.

Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan PBI No.6/24/PBI/2004
tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip
Syariah. PBI No. 7/35/PBI/2005. LN N0.90 Tahun 2005, TLN No0.4536.

Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank
Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan kegiatan usaha
Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang
Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. PBl No.
8/3/PBI1/2006, LN No.5, TLN No. 4599.

Indonesia. Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan PBI No.7/13/PBI/2006
tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan
Prinsip Syariah. PBI No. 8/7/PBI/2006. LN No.7 TLN 4606.

Peraturan Bank Indonesia tentang Unit Usaha Syariah. PBI
No0.11/10/PBI/2009. LN No.55, TLN No0.4992.

Surat Edaran Bank Indonesia tentang Bank Umum Syariah. SEBI
No.11/9/DPbS.

Surat Edaran Bank Indonesia tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank
Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan
Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang
Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum
Konvensional. SEBI N0.8/8/DPbS Jakarta, 1 Maret 2006.

Universitas Indonesia

Analisis perbandingan..., Ronal Balderima, FH Ul, 2011.



108

Indonesia. Surat Edaran Bank Indonesia tentang Perubahan Kegiatan usaha Bank
Konvensional Menjadi Bank Syariah. SEBI No0.11/24/DPbS Jakarta, 29
September 20009.

Artikel dan Makalah

Tim Syariah-Bank |Fl, ”Praktek Bank Konvensional dengan Cabang Bank Syariah”,
Paper disampaikan pada seminar Prospek Bank Syariah Sebagai Sistem
Perbankan Alternative dalam Menyongsong Persaingan Bebas di Indonesia,
30 November 1999, di Jakarta, Program Lanjutan Ilmu Hukum-FHUI .

Joyosumarto, Subarjo “Kebijakan Bank Sentral Dalam Pengembangan Perbankan
Syariah”, Paper Perbankan Syariah di Jakarta 1999.

“Ekonomi dan Bisnis Syariah”, Harian Republika, (6 Desember 2010)
Skripsi dan Tesis

Ratna Ayu Sabrina Stambole. “Analisis Spin Off (Pemisahan Tidak Murni)
Perbankan: Studi Kasus Rencana Spin Off Unit Usaha Syariah Bank Rakyat
Indonesi@” Skripsi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
Depok, 2008.

Damayanti, Fenti Ari. “ Tinjauan Hukum Atas Proses Pendirian PT Bank BRI Syariah
(Akuisis, Konvers, dan Spin Off), " Tesis Magister Kenotariatan Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2010.

Selvianah, Shely. “ Analisis Penerapan Kebijakan Spin Off Unit Usaha Syariah Bank

X" Skripsi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok,
2010.

Internet

Data Bank Indonesia tahun 2008 http://www.bi.qgo.id/web/id/Perbankan/Perbankan-
+Syariah/. Diunduh 18 November 2010.

“Aksdlarasi Pertumbuhan Perbankan Nasional” http://www.stmik-im.ac.id/userfiles/-
Akselerasi PertumbuhanPerbankanSyariaNasional . Diunduh 18 november
2010.

“History” ,http://www.bri.go.id/web/id/about us Diunduh 1 Desember 2010.

“Sgarah Bank Syariah X”, http://www.brisyariah.co.id/index.php?option=com-
content& view=article& id=& Itemid=4, Diunduh 1 Desember 2010.

Universitas Indonesia

Analisis perbandingan..., Ronal Balderima, FH Ul, 2011.



109

http://www .brisyariah.co.id/index.php?option=comcontent& view=article& id=& Itemi
d=4 Diunduh 1 Desember 2010.

http://www.bankjabar.co.id/modul ed/article.php?ang=I D& action=preview& id=3& pa
rent_id=1; Diunduh 1 Desember 2010.

“Soft Opening Bank XYZ hasil pemisashan Unit Usaha Syariah Bank XYZ”
http://www.bankjabar.co.id/documents/upload/PRESS RELEASE SYARIAH.
pdf Diunduh 1 Desember 2010.

Bank Indonesia, “Perbankan Syariah Lebih Tahan Krisis Globa’l.
http://lwww.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah/. Diunduh 1 Juni
2010.

“Sharia Banking Recods Show Impresve Growth in Indonesid’.  <thgakarta
post.com/suplemen./1>. Diunduh 1 Juni 2010.

“BCA Launches Sharia Unit” ,<thgakartapost.com./suplemen./1> Diunduh 1 Juni
2010.

Universitas Indonesia

Analisis perbandingan..., Ronal Balderima, FH Ul, 2011.



	Halaman judul
	Abstrak
	Daftar isi
	Bab I
	Bab II
	Bab III
	Bab IV
	Kesimpulan dan Saran
	Daftar pustaka



